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ABSTRAK  

 

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS 

PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG 

(Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl) 

 

Oleh : 

KARIN ZAKIA 

 

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang 

berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya 

berpakain minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak 

pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak-

anak dibawah umur juga pada orang lajut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan 

tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang 

pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, 

paman, ataupun saudara kandung sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak 

pidana pemerkosaan terhadap anak kandung.  

 

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute 

approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tindak pemerkosaan anak kandung didasari oleh beberapa aspek 

dari aspek hukum (unsur–unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan 

bertanggungjawab terdakwa), dari aspek terdakwa hakim juga mempertimbangkan 

faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan 

dan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perkosaan, Anak Kandung, Pertimbangan 

Hakim



 

 

 

ABSTRACT 

 

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDERING 

THE RAPE CASE OF BIRST CHILDREN 

(Study of Decision Number 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl) 

 

 

By : 

Karin Zakia 

 

In Indonesia, most of the crimes of rape occur in women, there are those who argue 

that women are raped because of their appearance, such as wearing minimal 

clothes so that it can provoke someone to commit a crime of rape against them. The 

crime of rape can occur with underage children as well as with the elderly, as well 

as the perpetrators of rape who know no age limit, from teenagers to old age and 

sometimes the perpetrators of rape are the closest people to the victim, such as 

biological fathers, neighbours, uncles, or siblings. This study aims to analyze the 

judge's considerations in passing a decision on the crime of rape against a 

biological child.  

 

This research method is a normative juridical method with a statute approach. The 

results of the study show that the judge's considerations in deciding a case of rape 

of a biological child are based on several aspects of the legal aspect (elements of 

the article being charged and the ability of the accused to be responsible), from the 

aspect of the defendant the judge also considers the factors behind the defendant 

committing the crime being charged and the aggravating and mitigating 

circumstances for the defendant. 

 

Keywords: Crime, Rape, biological children, judge's considerations 
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I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat 

dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan 

martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama 

perlindungan khusus dalam sistem peradilan.1 

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak pula bagian yang tidak terpisah 

dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan 

Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan 

Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis, maupun sosial. Untuk itu, perlu 

dilakukan upaya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa 

perlakuan diskriminatif.2 

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat 

pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, 

 

1 E-Learning Konsep Diversi Dan Restorative Justice,Modul Terpadu Peradilan Umum, h. 2 

2 M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila 

Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, 

No. 1 Agustus 2020,h.149 
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perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan 

merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari 

ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan 

masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. 

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak- anak 

semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah 

satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah 

maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. 

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal 

tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam 

KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu : 

a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 

287, 288 KUHP. 

b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 

291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP. 

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan 

melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa 

maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan 

dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. 

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum 

perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi 

sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 

1948) apabila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak 

perempuan dan perkosaan diinterprestasikan sebagai tindakan terlarang (Achie 
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Sudiarti Luhulima, 2000 : 1). 

Tindak pidana perkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah 

anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis 

perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa 

depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. 

Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang- orang yang 

dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga 

dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak 

kandungnya sendiri (incest). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak 

pidana perkosaan adalah orang luar. 

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan 

masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian 

sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan 

sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa 

takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku.Korban 

perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku 

perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan 

tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan 

instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan 

perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai 

dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap 

perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa 

hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-
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kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, 

kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam 

dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan 

pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata 

pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum 

itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan 

menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai 

kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan 

agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat 

memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena 

telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada 

psikologis perkembangan anak. 

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. 

Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. 

Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh 

hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, 

kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat 

dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi 

pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar Seno Aji, 1997: 12). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut 

dengan mengambil judul: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM 

DALAM MEMUTUS PERKARA PERKOSAAN TERHADAP ANAK 
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KANDUNG (Studi Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mgl). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak 

kandung? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili 

tindak pidana perkosaan anak kandung di Pengadilan Negeri Menggala? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

2. Tujuan Khusus 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemidanaan 

terhadap pelaku perkosaan anak kandung 

b. Memahami dan menganalisa analisis yuridis pemidanaan pidana terhadap 

pelaku pemerkosaan anak kandung. 
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Kegunaan Penelitian 

Melaui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan 

praktis, yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu 

hukum pidana khusus yang berkenaan dengan Hukum Acara Pidana Anak serta 

dapat menjadi sumber rujukan penelitian serupa khususnya mengenai anak 

yang berhadapan dengan hukumyang dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi masyarakat mengenai proses restorative justice di pengadilan, 

serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan: 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dalam pengetahuan hukum bagi 

penulis dalam lingkup pemidanaan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak 

kandung khususnya Hukum Pidana Anak. 

b. Sebagai bahan informasi dan literature bagi para pembaca khususnya 

mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan penjelasan 
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konsep pemidanaan pelaku perkosaan anak kandung dalam system peradilan 

pidana anak. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis 

yakni: 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan keilmuan dalam bidang 

hukum khususnya kajian mengenai tindak pidana perkosaan anak kandung secara 

praktis. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan  kontribusi  positif  kepada  masyarakat  tentang  pidana perkosaan 

anak kandung serta memberikan gambaran yang objektif mengenai sanksi 

pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak kandung. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya. 

c. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang 

dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap 

berikutnya. 

d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. 
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E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kera lngkal teoritis aldalla lh a lbstralksi ha lsil pemikiraln a ltalu kera lngkal a lcualn a lta lu dalsa lr 

ya lng relevaln untuk pelalksa lnala ln sua ltu penelitialn ilmialh, khususnya l penelitialn 

hukum.3 Teori yalng digunalka ln peneliti untuk membalhals permalsa lla lhaln dalla lm 

penelitialn ini aldallalh: 

a. Kekua lsa laln Keha lkimaln 

Da llalm Undalng-unda lng Nomor 48 Talhun 2009 tentalng Kekualsa ln Kehalkimaln 

“balhwa l kekua lsa ln kehalkimaln menurut UUD 1945 merupalka ln kekua lsa ln ya lng 

merdekal ya lng dilalkuka ln oleh sebua lh malhka lmalh a lgung da ln ba lda ln pera ldilaln ya lng 

beralda l dibalwa lhnya l da llalm lingkungaln peraldilaln umum, lingkungaln pera ldilaln 

a lgalma l, lingkungaln peraldilaln militer, lingkunga ln peraldilaln taltal usa lha l negalra l, daln 

oleh sebualh malhkalmalh konstitusi, untuk menyelenggalralka ln hukum daln kealdilaln. 

Ba lhwa l untuk mewujudkaln kekualsa ln kehalkimaln yalng merdekal daln peraldilalnya lng 

bersih sertal berwibalwa l perlu dilalkuka ln pena ltaln sistem peraldilaln ya lng terpaldu”. 

b. Teori Pertimbalngaln Ha lkim 

Putusa ln ha lkim merupalkaln punca lk penentu terdalkwa l da lri sua ltu perkalra l ya lng 

seda lng diperiksal daln dia ldili oleh halkim. Ha lkim memberikaln keputusalnnya l 

mengenali hall-hall sebalga li berikut:4 

 
3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal-
124- 125. 

4 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumnin 1986, hlm.74 
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1) Keputusa ln mengenali peristiwalnya l, alpa lkalh terdalkwa l telalh melalkuka ln 

perbualta ln yalng dituduhkaln kepalda lnya l 

2) Keputusa ln mengenali hukumalnnya l, alpa lkalh perbualtaln ya lng dilalkuka ln 

terdalkwa l itu merupalka ln sua ltu tindalk pida lnal da ln a lpalka lh terdalkwa l bersalla lh 

da ln dalpa lt dipidalnal. 

3) Keputusa ln mengenali pidalna lnyal, a lpa lbilal terdalkwa l memalng dalpa lt di pidalnal. 

Ha lkim dallalm menjtuhkaln putusa ln ha lrus berdalsa lrka ln keyalkinaln ha lkim daln jugal 

unda lng-undalng, Da lla lm penjaltuhaln putusa ln ha lkim tidalk boleh menjaltuhkaln 

hukumaln ya lng lebih rendalh da lri baltals minimall da ln jugal halkim tidalk boleh 

menjaltuhkaln hukumaln yalng lebih tinggi da lri baltals malksima ll hukumaln yalng telalh 

ditentukaln oleh undalng-unda lng. 

c. Teori Penjaltuha ln Putusa ln 

Alda l beberalpa l teori pendekaltaln yalng dalpa lt digunalka ln oleh halkim dalla lm penjaltuhaln 

putusa ln sua ltu perka ltal, sa lla lh sa ltunyal ya litu Teori Keseimbalnga ln.5 Ma lksud da lri teori 

keseimbalngaln ini alda llalh keseimbalnga ln alntalra l sya lralt- sya lralt ya lng ditentukaln oleh 

unda lng-undalng da ln kepentingaln piha lk-pihalk ya lng tersa lngkut a ltalu berka litaln 

dengaln perka lra l, ya litu alntalra l la lin seperti a lda lnyal keseimbalnga ln ya lng berka litaln 

dengaln kepentingaln malsya lra lkalt, kepentinga ln pihalk pengguga lt daln piha lk tergugalt. 

Keseimbalnga ln palda l perkalral perda ltal. dalpa lt dilihalt dalri ketentualn Pa lsa ll 163 HIR / 

Pa lsa ll 283 Rbg / Pa lsa ll1865 KUHPerda ltal ya lng mengaltur mengenali alsa ls pembuktia ln 

da llalm perkalral perdalta l, dimalnal pihalk ya lng menyaltalka ln mempunyali halk tertentu 

a ltalu menyebutkaln sesualtu perbualtaln untuk mengualtkaln ha lknyal alta lu untuk 

 
5 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), h.105 
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membalntalh ha lk ora lng lalin, ma lkal ora lng tersebut halrus membuktikaln a ldalnya l ha lk 

a ltalu kejaldialn tersebut. Dalla lm pralktek peraldilaln malsing-malsing pihalk ba lik 

penggugalt malupun tergugalt halrus membuktikaln da llil-dallilnyal alta lu balnta lhalnnya l. 

d. Ma lcalm-malcalm Putusa ln Alkhir 

Putusa ln a lkhir dallalm sua ltu perkalral perda ltal umumnyal berupal : 

1) Putusa ln Bebals 

Putusa ln bebals dia ltur da llalm Pa lsa ll 191 alya lt (1) KUHAlP, ya lng menya ltalkaln ba lhwa l 

putusa ln bebals a lda llalh putusa ln ya lng dijaltuhka ln halkim kepalda l terdalkwa l a lpalbilal da lri 

ha lsil pemeriksala ln di sidalng pengaldilaln kesa llalha ln yalng dida lkwa lkaln kepalda l 

terdalkwa l tidalk terbukti secalral sa lh da ln meyalkinka ln. Putusa ln beba ls terjaldi kalrenal 

terdalkwa l dinyaltalka ln tidalk terbukti secalra l sa lh daln meyalkinkaln bersallalh melalkuka ln 

tindalk pidalna l seba lgalimalna l didalkwa lka ln oleh Ja lksa l Penuntut Umum di dallalm sura lt 

da lkwa laln. Da lkwa la ln tidalk terbukti alpalbilal tidalk memenuhi alpal ya lng disya lraltka ln 

da llalm Pa lsa ll 183 KUHAlP, ya litu: 

a) Tialda lnyal sekura lng-kura lngnyal dua l a lla lt bukti yalng sa lh, ya lng disebut oleh 

Pa lsa ll 184 KUHAlP, seperti ha lnyal a lda l sa ltu sa lksi ta lnpal diteguhkaln oleh bukti 

lalin. 

b) Meski terdalpa lt dual alla lt bukti yalng sa lh tetalpi halkim tidalk mempunyali 

keyalkina ln altals kesa lla lhaln terdalkwa l. 

c) Jika l sa llalh sa ltu alta lu lebih unsur tidalk terbukti. 

2) Putusa ln lepals da lri segallal tuntutaln 

Da lsa lr hukum putusaln lepals dalri segallal tuntutaln tertualng dalla lm Palsa ll 191 alya lt (2) 

KUHAlP, pa lda l putusa ln pelepalsa ln, tindalk pidalna l ya lng didalkwa lka ln oleh Jalksa l 
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Penuntut Umum memalng terbukti secalra l sa lh da ln meya lkinkaln menurut hukum, 

tetalpi terdalkwa l tidalk dalpa lt dipidalna l kalrenal perbualta ln yalng dilalkukaln terdalkwa l 

tersebut bukaln “perbualtaln pida lna l” tetalpi malsuk ke ra lna lh hukum perda ltal, hukum 

da lgalng, a ltalu hukum alda lt. 

3) Putusa ln pemidalnala ln 

Putusa ln pemidalna laln ditentukaln da llalm Pa lsa ll 193 a lya lt (1) KUHAlP, putusa ln 

pemidalnala ln alda llalh putusaln yalng dikelualrka ln berdalsa lrka ln pemeriksala ln di 

persidalnga ln pengaldilaln. Ma ljelis halkim berpendalpalt balhwa l terdalkwa l terbukti 

secalra l sa lh daln meyalkinkaln bersa llalh telalh melalkuka ln tindalk pidalna l yalng 

didalkwa lka ln kepalda lnyal, ma lkal penga ldilaln menjaltuhkaln pidalna l. 

Pemidalna laln beralrti terdalkwa l dijaltuhi hukumaln pidalna l sesua li dengaln alncalma ln 

ya lng ditentukaln da lla lm Pa lsa ll tindalk pida lna l ya lng didalkwa lka ln kepa ldal terda lkwa l, 

penjaltuhaln pemidalnala ln terhalda lp terdalkwa l didalsa lrka ln palda l penilalia ln pengaldilaln. 

Alda lpun bentuk putusa ln pemidalna laln ya lng da lpalt dijaltuhka ln oleh ha lkim dialtur dalla lm 

KUHAlP, di a lntalra lnya l: 

a) Pida lnal pokok, ya lng terdiri altals pidalna l malti, pidalna l penjalral, pida lnal kurunga ln, 

da ln pidalna l dendal. 

b) Pida lnal ta lmbalha ln, ya lng terdiri altals penca lbutaln beberalpa l ha lk ya lng tertentu, 

peralmpa lsa ln balra lng yalng tertentu, pengumumaln keputusa ln halkim. 

Jenis-jenis putusaln ha lkim dalla lm tindalk pidalna l ya lng didalkwa lka ln oleh penuntut 

umum berisi altals penilalialn ha lkim terhaldalp tindalk pida lnal ya lng didalkwa lka ln a lpalka lh 

terbukti alta lu tidalk. Ma lka l dalri itu, halkim da lpalt menilali ba lhwa l telalh terjaldi sua ltu 

tindalk pidalna l a ltalu tidalk dalla lm sebualh perka lral da ln memutus perkalra l tersebut. 
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2. Kera lngkal Konseptua ll 

Konseptua ll alda llalh susuna ln da lri beberalpa l konsep sebalga li sualtu kebulaltaln ya lng 

utuh, sehinggal terbentuk sualtu walwa lsa ln untuk dijaldikaln la lndalsa ln, a lcualn, daln 

pedomaln da llalm penelitialn alta lu penulisa ln.6 Konsep ini merupalka ln pengertialn 

pokok da lri judul penelitialn sehinggal mempunyali ba ltalsa ln dalla lm talfsiraln beberalpal 

istilalh. 

a. Pemidalna laln  Menurut  Balrda l  Na lwa lwi  Alrief,  alpa lbilal  pengertialn 

pemidalnala ln dialrtikaln secalra lluals seba lga li sualtu proses pemberialn a ltalu 

penjaltuhaln pidalna l oleh Halkim, malkal da lpaltlalh dikalta lkaln balhwa l sistem 

pemidalnala ln mencalkup keseluruhaln ketentualn perunda lng-undalnga ln yalng 

mengaltur balgalimalna l hukum pidalna l itu ditegalkkaln alta lu dioperalsiona llkaln 

secalra l konkret sehinggal seseora lng dija ltuhi sa lnksi (hukum pida lna l). Ini bera lrti 

semual a lturaln perundalng-unda lnga ln mengena li hukum pidalna l. 

b. Alna lk Ya lng Berha ldalpa ln Denga ln Hukum a lda llalh a lna lk yalng berkonflik dengaln 

hukum, alna lk yalng menjaldi korbaln tindalk pidalna l, daln alna lk yalng menjaldi 

sa lksi tindalk pidalna l.7 

c. Menurut pendalpa lt Sudikno Mertokusumo, yalng dimalksud dengaln putusaln 

Ha lkim alda llalh sua ltu pernyaltala ln yalng oleh Ha lkim sebalga li pejalba lt negalral ya lng 

diberi wewenalng untuk itu, diucalpka ln di persidalnga ln da ln bertujualn untuk 

mengalkhiri altalu menyelesalikaln sua ltu perkalra l a ltalu malsa lla lh a lntalr pihalk. 

Buka ln halnya l yalng diucalpka ln salja l yalng disebut putusaln, melalinkaln jugal 

 
6 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian 
7 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 
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pernyalta laln ya lng ditualngka ln dallalm bentuk tertulis daln kemudialn diucalpkaln 

oleh Halkim di persidalngaln. 

F. Sistematika Penulisan 

Secalra l keseluruhaln skripsi ini disusun da llalm 5 (limal) ba lb denga ln sistemaltikal 

penulisaln disusun seba lga li berikut: 

I. Pendahuluan 

Merupa lkaln ba lb pendalhulua ln yalng berisi la ltalr belalkalng, permalsa llalha ln daln 

rua lng lingkup, tujualn da ln kegunalaln penelitialn, keralngkal teoritis daln 

keralngka l konseptuall, sertal sistemaltikal penulisaln. 

II. Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi 

Tinjalualn pusta lkal berisi berbalga li konsep alta lu kaljialn yalng berhubungaln 

dengaln penyusuna ln skripsi daln dia lmbil da lri berbalga li referensi altalu ba lha ln 

pusta lkal ya lng terdiri dalri pengertialn, konsep pemidalnala ln da ln jenis 

pemidalnala ln, konsep putusa ln halkim, alpa l ya lng menjaldi pertimbalnga ln ha lkim 

da llalm memutus perkalra l perkosala ln terhalda lp alna lk kalndung dalla lm instalnsi 

penegalk hukum daln penegalk kealdilaln. 

Profil Instalnsi berisi mengenali lokalsi Penga ldilaln Negeri Menggallal, 

tingkaltaln kela ls Penga ldilaln Negeri Mengga llal da llalm penga ldilaln umum, visi 

da ln misi Pengaldilaln Negeri Menggallal, berisikaln jugal petal yuridiksi 

Penga ldilaln Negeri Menggalla l dallalm tiga l kalbupa lten yalkni Kalbupa lten 

Tulalng Balwa lng, Tulalng Balwa lng Balra lt da ln Mesuji. Lalmbalng Pengaldilaln 

Negeri Menggallal besertal penjelalsa ln logo pengaldilaln negeri Menggallal. 
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III. Metode Penelitian  

Merupa lkaln ba lb yalng berisi uralia ln mengenali jenis penelitialn, metode 

pendekaltaln, sumber da ltal, metode pengumpulaln da ltal, metode penyaljialn 

da ltal, da ln alna llisis daltal. 

IV. Pembahasan 

Berisi deskripsi berupal penyaljialn da ln pembalha lsa ln da ltal ya lng telalh didalpa lt 

da llalm penelitialn 

V. Penutup 

Merupa lkaln ba lb penutup yalng berisikaln simpulaln daln sa lra ln palda l ha lsil 

pembalha lsa ln penelitialn sesua li dengaln permalsa lla lhaln terkalit penelitialn.



 

II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Konsep Pemidanaan  

Menurut Balrdal Na lwa lwi Alrief, alpa lbilal pengertialn pemidalnala ln dialrtikaln secalrallua ls 

seba lgali sua ltu proses pemberialn altalu penjaltuhaln pidalna l oleh Halkim, malka lda lpaltlalh 

dikalta lkaln ba lhwa l sistem pemidalna laln mencalkup keseluruha ln ketentualn perunda lng-

unda lngaln ya lng menga ltur balga limalnal hukum pida lnal itu ditegalkka ln a ltalu 

dioperalsiona llkaln secalral konkret sehingga l seseoralng dijaltuhi salnksi (hukum 

pidalna l). Ini beralrti semual altura ln perunda lng-undalnga ln mengenali hukum pidalnal 

substa lntif, Hukum Pidalna l Formall daln Hukum Pelalksa lnala ln pidalnal da lpalt dilihalt 

seba lgali sua ltu kesaltualn sistem pemidalna la ln.8 

Demi mencalri alla lsa ln dalla lm pembenalra ln terhalda lp penjaltuhaln sa lnksi pida lnal, da llalm 

hukum Pidalna l dikenall alda lnyal Teori Pemida lnala ln ya litu: 

a l. Teori Albsolute altalu Teori Pemballalsa ln 

Teori ini berfokus palda l hukuma ln a ltalu pemidalna laln seba lga li sua ltu tuntutaln mutlalk 

untuk mengaldalka ln pemballalsa ln (vergelding) terhaldalp ora lng-ora lng yalng telalh 

melalkukaln perbualta ln jalha lt.9 

 
8 Barda Nawawi Arief, Op.Cit. 
9 Raisa Monica, Dona dan Gustiniati Maulani, Diah. 2018. Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem 

Pemasyarakatan Indonesia. Bandar Lampung: CV. Anugerah utama Rahaja 
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Ciri dalri teori albsolute alta lu teori retribution seba lga limalnal ya lng diungka lpka ln oleh 

Ka lrl O. Cristialnsen, ya litu: 

1) Tujualn pidalna l semaltal-ma ltal untuk pemballa lsa ln; 

2) Pemballa lsa ln merupalka ln tujualn utalmal, ta lnpal mengalndung sa lra lnal-sa lra lnal 

untuk tujualn lalin, misallnyal kesejalhterala ln ra lkyalt; 

3) Kesa llalha ln merupalkaln sa ltu-sa ltunyal sya lra lt ba lgi aldalnya l pidalna l pidalna l yalng 

ha lrus disesua likaln dengaln kesa llalha ln pembua lt; 

4) Pida lnal melihalt ke belalkalng ya lng merupa lkaln pencelalaln ya lng murni da ln 

tujualnnya l tidalk untuk memperbaliki, mendidik, alta lu memalsya lralka ltkaln kemballi 

pelalngga lr.10 

b. Teori Relaltif altalu Teori Tujualn 

Tujualn pokok da lri pemidalnala ln menurut Koeswa ldji yalitu: 

1) Untuk mempertalha lnkaln ketertibaln ma lsya lralka lt (de halndhalving valn de 

malaltschalppelijke orde); 

2) Untuk memperbaliki kerugialn yalng diderital oleh malsya lralka lt sebalga li 

a lkibaltdalri terjaldinyal kejalhalta ln. (het herstel valn het doer de misdalald 

onstalnemalaltscha lppelijkenaldeel); 

3) Untuk memperbaliki sipenjalhalt (verbeteringvalndedalder); 

4) Untuk membinalsa lka ln sipenjalhalt (onschaldelijkmalkenvaln demisdaldiger). 

 
10 Muladi dan Barda Arif nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni,1992) hlm. 17. 
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5) Untuk mencegalh kejalha ltaln (tervoorkonningvaln demisdalald)11 

c. Teori Galbunga ln 

Va lnbemmelen mengalnut teori galbunga ln dengaln mengalta lkaln ba lhwa l, pida lnal 

bertujualn memballals kejalhalta ln daln mengalmalnka ln malsya lralka lt. Tindalka ln 

bermalksud mengalmalnka ln da ln memeliha lral tujualn. Ja ldi pidalna l daln tindalka ln, 

kedualnya l bertujualn mempersialpkaln untuk mengemballikaln terpidalnal ke 

da llalmkehidupaln malsya lralka lt.12 

Teori ini merupalkaln ga lbunga ln dalri teori albsolute daln teori relaltif sebalga li 

da lsa lrpemidalna ln, ba lik terletalk pa lda l kejalhaltalnnya l malupun tujualn pida lna lnyal. Kedua l 

teori tersebut memiliki kelemalhaln-kelemalha ln yalitu: 

1. Kelemalhaln teori albsolut alda llalh menimbulkaln ketidalkaldilaln ka lrenal dalla lm 

penjaltuhaln hukumaln perlu mempertimbalngka ln bukti-bukti yalng alda l daln 

pemballalsa ln ya lng dimalksud tidalk ha lrus nega lral ya lng melalksa lna lka ln  

2. Kelemalhaln teori relaltif yalitu dalpalt menimbulkaln ketidalka ldilaln kalrenal 

pelalku tindalk pidalna l ringaln dalpa lt dijaltuhi hukum beralt; kepualsa ln malsya lralka lt 

dialba likaln jikal tujua lnnyal untuk memperbaliki malsya lralka lt; daln mencegalh kejalhalta ln 

dengaln menalkut-nalkuti sulit dilalksa lna lkaln.13 

 

 

 
11 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum 

Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm.12. 

12 Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati. Op. Cit, hlm.25. 
13 Koeswadji, Op Cit hlm.11-12 
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d. Teori Trealtment 

Pemidalna laln ya lng dima lksudka ln oleh a lliraln ini untuk memberi tindalka ln peralwa lta ln 

(trealtment) daln perbalika ln (reha lbilitaltion) kepalda l pelalku kejalha ltaln seba lga li 

penggalnti dalri penghukumaln. Alrgumen alliraln positif ini dilalnda lska ln palda l alla lsa ln 

ba lhwa l pelalku kejalha ltaln a ldallalh ora lng yalng sa lkit sehinggal membutuhkaln tindalka ln 

peralwa lta ln (trealtment) daln perbalika ln (rehalbilitaltion).14 

e. Teori Sociall Defence altalu Teori Perlindunga ln Ma lsya lralka lt 

Tujualn uta lmal hukum perlindungaln malsya lralka lt alda llalh mengintegralsikaln individu 

kedalla lm taltal tertib sosia ll daln buka ln pemidalna la ln terhaldalp perbua ltalnnya l. Hukum 

perlindungaln malsya lra lkalt menghalpus perta lnggungjalwa lba ln pidalna l (kesa llalha ln) da ln 

digalntikaln tempaltnyal oleh palnda lngaln tenta lng perbualtaln a lnti sosiall.15 

b. Unsur-unsur Tinda lk Pida lnal 

Menurut pengetalhualn hukum pida lna l setia lp tindalk pida lna l ya lng terdalpa lt di da llalm 

Kitalb Unda lng-unda lng Hukum Pidalna l itu pa ldal umumnyal dalpa lt dijalbalrka ln ke dallalm 

unsur-unsur ya lng pa lda l dalsa lrnya l da lpalt kita l balgi menjaldi dual malca lm unsur, yalitu 

unsur subyektif da ln unsur objektif. Nalmun untuk menjalbalrka ln rumusa ln tindalk 

pidalna l ke dallalm unsur-unsurnyal, malka l hall pertalmal alda llalh perbualtaln a ltalu tindalkaln 

malnusia l yalng dilalralng undalng- unda lng. Ya lng dimalksud denga ln unsur subjektif 

da lri tindalk pida lna l alda llalh unsur-unsur ya lng melekalt pa lda l diri si pelalku a ltalu ya lng 

 
14 Marlina, Hukum Penitensier Refika Aditama Bandung,2011 hlm.59. 
15 F. Gramatika dalam Tongat Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, 
UMM Pres, Malang, 2004, hlm.65 
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berhubungaln dengaln diri si pelalku, da ln termalsuk keda llalmnyal yalitu segallal sesua ltu 

ya lng terkalndung di dallalm haltinyal. 

Unsur-unsur subjektif da lri sualtu tindalk pida lnal ya litu: 

1) Kesenga ljala ln altalu ketidalksenga ljala ln (dolus altalu culpal) 

2) Ma lksud a ltalu voornemen palda l sua ltu percoba laln a ltalu poging 

3) Ma lcalm-malcalm malksud a lta lu oogmerk 

4) Merencalnalka ln terlebih dalhulu alta lu voorbedalchte reald 

5) Pera lsa laln ta lkut altalu vress 

Seda lngkaln ya lng dima lksud denga ln unsur objektif alda llalh unsur- unsur ya lng a lda l 

hubunga lnnyal denga ln kea ldala ln-kealda laln, ya litu di dallalm kea ldala ln-kealda laln dima lnal 

tindalka ln-tindalkaln si pelalku itu halrus dilalkuka ln. 

Unsur-unsur objektif dalri sua ltu tindalk pida lnal ya litu: 

1) Sifa lt melalngga lr hukum altalu wederrechtelijkheid 

2) Kua llitals da lri si pelalku 

3) Ka lusa llitals, yalitu hubungaln alnta lral sesua ltu tindalka ln sebalga li penyebalb 

dengaln sesua ltu kenyaltala ln seba lgali a lkibalt (P.Al.F. La lmintalng, 1997: 194). 

Seba lgalimalna l dikemukalka ln balhwa l istilalh “stralfbala lr feit” oleh palra l sa lrjalna l hukum 

telalh diterjemalhkaln secalra l berbedal-bedal a lntalra l saltu dengaln yalng lalinnyal. Ha ll ini 

membalwa l pengalruh yalng berbedal pula l terha ldalp sa lrja lnal-sa lrjalna l hukum kital dalla lm 

menguralikaln unsur-unsur tinda lk pidalna l. 
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Pa lra l sa lrjalna l hukum ya lng tergolong dalla lm a lliraln monistis mengemukalka ln unsur- 

unsur tindalk pida lnal seba lgali berikut: 

Menurut Simon ba lhwa l “stralfbalalr feit” alda llalh kelalkua ln (halndeling) yalng dia lncalm 

dengaln pidalna l yalng bersifalt melalwa ln hukum yalng berhubungaln dengaln kesallalha ln 

da ln yalng dilalkukaln oleh oralng ya lng malmpu bertalnggung jalwa lb (Moeljaltno, 2000: 

56) 

Unsur-unsur “stralfbalalr feit” alda llalh : 

1) Perbua ltaln malnusia l daln korpora lsi (positif alta lu negaltif, berbualt alta lu tidalk 

berbualt a ltalu membialrka ln) 

2) Dia lncalm dengaln pidalna l (stralfbalr gesteld) 

3) Melalwa ln hukum (onrechtmaltio) 

4) Dilalkuka ln dengaln kesa llalha ln (met schuld in verbalnd stalnd) 

5) Oleh oralng ya lng malmpu bertalnggung jalwa lb 

Menurut Valn Ha lmel merumuskaln ”stralfbalalr feit”’ aldallalh kelalkua ln oralng 

(menselijkegedralging) ya lng dirumuska ln da llalm ”wet” yalng bersifa lt melalwa ln 

hukum, ya lmg pa ltut dipidalna l da ln dila lkukaln denga ln kesa llalha ln (Alndi Ha lmza lh, 1994 

: 41). 

Unsur-unsur ”stralfbalalr feit” alda llalh : 

1) Perbua ltaln tersebut dilalkukaln oleh malnusia l alta lu korporalsi. 

2) Denga ln melalwa ln hukum. 

3) Pa ltut dipidalna l 
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4) Dilalkuka ln dengaln kesa llalha ln 

Seda lngkaln menurut palra l sa lrjalna l hukum yalng tergolong alliraln duallistis 

mengemukalka ln sebalga li berikut: 

Pompe mengemukalka ln da llalm hukum positif sifalt hukum da ln kesa lla lhaln (schul) 

buka ln merupalkaln sifa lt mutlalk untuk alda lnya l tindalk pidalnal (stralfbalalr feit). Untuk 

a ldalnya l penjaltuha ln pidalna l tida lk cukup dengaln ha lnya l a lda lnyal tinda lk pida lnal sa lja l 

a lkaln tetalpi ha lrus a lda l ora lng ya lng da lpa lt dipidalna l (Ba lmbalng Poernomo, 1985 : 173). 

Moeljaltno menyebutkaln ba lhwa l unsur-unsur tindalk pida lna l a lda l limal, ya lng kemudialn 

disederhalna lkaln lalgi oleh Sudalrto menjaldi tigal, ya litu : 

1) Perbua ltaln 

2) Memenuhi rumusaln dalla lm undalng-undalng (sya lra lt formil) 

3) Bersifalt melalwaln hukum (sya lra lt malteriil) 

Berdalsa lrka ln ura lialn tersebut dialtals, penulis da lpa lt menalrik kesimpulaln ba lhwa l a lliraln 

monistis memalnda lng sua ltu tindalk pidalna l meliputi perbualtaln ya litu oralng da ln 

korpora lsi, alkibalt daln pertalnggungjalwa lba ln pidalna l altalu kesa llalha ln dalri si pelalku. 

Seda lngkaln a lliraln dua llistis memalndalng ba lhwa l da llalm sya lra lt-syalra lt pemidalna la ln 

terdalpa lt pemisalha ln alntalra l perbualtaln da ln alkiba lt, dengaln pertalnggungja lwa lbaln 

pidalna l a ltalu kesa lla lhaln. Allira ln dua llistis a lda llalh a lliraln ya lng di a lnut da llalm Kita lb 

Unda lng-unda lng Hukum Pidalna l kital dengaln da lsa lr Pa lsa ll 44, 48, 49, 51 KUHP 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Pembalgia ln tindalk pida lnal dibeda lkaln berda lsa lrkaln kriterial da ln tolalk ukur tertentu, 

ka lrenal di dallalm peraltura ln perundalng-unda lngaln perumusa ln tindalk pida lnal sa lnga lt 
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beralga lm. Tindalk pida lnal da lpa lt digolongkaln a lntalra l lalin sebalga li berikut : 

1) Tindalk Pida lnal Keja lhaltaln da ln Tindalk Pida lnal Pela lnggalra ln Penggolongaln 

tindalk pidalnal di dallalm KUHP terdiri altals kejalha ltaln (rechtdelicted) daln pelalngga lraln 

(wetsdelicten). Kejalha ltaln dia ltur di dalla lm Buku II KUHP da ln pela lnggalra ln dialtur 

da llalm Buku III KUHP. Kejalha ltaln merupalka ln perbualtaln yalng bertentalnga ln dengaln 

kealdilaln, da ln dia lncalm pida lnal lebih beralt da lri pelalnggalra ln. Pela lnggalra ln merupalka ln 

perbualta ln yalng oleh umum balru disalda lri sebalga li sualtu tindalk pidalna l, kalrenal 

unda lng-undalng menyebutkaln seba lgali delik, daln dialnca lm pidalnal lebih ringaln 

da lripalda l kejalha ltaln. 

2) Tindalk Pida lnal Forma ll daln Tindalk Pida lnal Ma lteriall 

Penggolongaln tindalk pidalna l ini berdalsa lrkaln bentuk perumusalnnyal di dalla lm 

unda lng-undalng. Tindalk pida lnal forma ll merupalka ln tindalk pidalna l yalng 

perumusalnnya l menitikberaltkaln pa lda l perbua ltaln ya lng dila lralng, da ln buka ln pa lda l 

a lkibalt dalri perbualtaln itu, sehinggal a lkiba lt dalri tindalk pidalnal tersebut bukaln 

merupalka ln unsur dalri tindalk pidalnalnya l, misallnya l: Penghinala ln (Palsa ll 315 KUHP). 

Tindalk pida lnal ma lteriel merupalka ln tindalk pida lnal ya lng perumusa lnnyal 

menitikberaltkaln palda l a lkibalt dalri perbualtaln itu, misallnya l: Pembunuhaln (Pa lsa ll 338 

KUHP). 

3) Tindalk Pida lnal Aldua ln da ln Tindalk Pida lna l Bukaln Aldua ln Penggolongaln 

tindalk pida lnal ini berdalsa lrka ln pa ldal kriterial sumber pra lka lrsa l a ltalu inisialtif 

penuntutalnnyal. Tindalk pida lnal a ldua ln merupa lkaln tindalk pida lnal ya lng penuntutalnnyal 

berdalsa lrka ln pa ldal a lda lnya l pengaldua ln da lri pihalk korba ln tindalk pida lnal. Tinda lk 
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pidalna l buka ln aldua ln merupalkaln tindalk pida lnal ya lng penuntutalnnyal tidalk dida lsalrka ln 

pa ldal pra lka lrsal a ltalu inisialtif dalri korba ln. 

4) Tindalk Pida lna l dengaln Kesenga lja laln da ln Tindalk Pida lna l dengaln Kea llpa laln 

Penggolongaln tindalk pida lnal ini berdalsa lrka ln palda l unsur- unsur tinda lk pida lnal ya lng 

a ldal da ln bentuk kesallalha lnnyal. Tindalk pidalna l dengaln unsur kesengalja laln merupalka ln 

tindalk pidalna l ya lng terjaldi kalrena l pelalku memalng menghendalki untuk melalkukaln 

tindalk pida lnal tersebut, termalsuk juga l mengetalhui timbulnyal a lkibalt da lri perbualtaln 

itu, misallnya l: Pembunuhaln Berencalna l (Pa lsa ll 340 KUHP). Tindalk pidalnal dengaln 

unsur kea llpala ln merupalkaln tinda lk pidalna l ya lng terjaldi sementalral sebena lrnyal pelalku 

tidalk berkeinginaln untuk melalkuka ln perbua ltaln itu, demikialn pulal dengaln a lkibalt 

ya lng ditimbulkalnnya l alta lu tidalk a ldalnya l pendugal-duga la ln yalng dihalruska ln oleh 

hukum da ln penghalti-haltialn oleh hukum, misallnya l: Ka lrenal keallpa lalnnya l 

menyebalbkaln maltinyal ora lng (Pa lsa ll 359 KUHP). 

5) Tindalk Pidalna l Sederhalna l daln Tindalk Pidalna l yalng Alda l Pemberaltalnnya l 

Tindalk pida lnal sederha lna l merupalka ln tindalk pida lnal da lla lm bentuk pokok tetalpi tidalk 

a ldal kealda laln ya lng memberaltka ln, misallnya l: Pengalnialyala ln (Pa lsa ll 351 KUHP). 

Tindalk pida lnal ya lng a lda l pemberaltalnnya l merupalka ln tindalk pida lnal da lla lm bentuk 

pokok tetalpi alda l kealda la ln yalng membera ltkaln, misallnyal: Pencurialn palda l wa lktu 

malla lm (Palsa ll 363 KUHP). 

6) Delik yalng Berlalngsung Terus daln Delik ya lng Tidalk Berlalngsung Terus 

Delik yalng tidalk berlalngsung terus merupa lkaln tindalk pida lnal ya lng terjaldinyal tidalk 

mensyalra ltkaln kealda laln terlalra lng yalng berlalngsung la lmal. Delik yalng berlalngsung 

terus merupalka ln tindalk pida lna l ya lng berciri, balhwa l kealda la ln terlalralng itu 
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berlalngsung la lmal, misallnyal : Mera lmpa ls kemerdekala ln seseoralng (Pa lsa ll 333 

KUHP). 

7) Delik Tunggall daln Delik Bergalnda l 

Delik tunggall merupalkaln tindalk pidalna l yalng terjaldi cukup dengaln sa ltu kalli 

perbualta ln. Delik bergalnda l merupalka ln sua ltu tindalk pidalna l ya lng balru dialngga lp 

terjaldi bilal dilalkuka ln berkalli-kalli, misallnya l: Penaldalha ln sebalga li kebialsa laln (Pa lsa ll 

481 KUHP). 

8) Tindalk Pida lnal Commissionis, Tindalk Pida lnal Omissionis da ln Tindalk 

Pida lnal Commissionis Per Omisionem commissal 

Penggolongaln tinda lk pidalna l ini didalsa lrka ln pa ldal kriterial bentuk dalri perbua ltaln 

ya lng menjaldi elemen dalsa lrnyal. Tindalk pidalna l commmisionis merupalka ln tindalk 

pidalna l yalng berupal melalkukaln sesua ltu perbualta ln yalng dilalralng oleh perundalng-

unda lngaln a ltalu melalngga lr lalra lngaln, misallnya l: Penipualn (Pa lsa ll 378 KUHP). Tindalk 

pidalna l omissionis merupalka ln tindalk pida lnal palsif a ltalu negaltif, ditalndali dengaln 

tidalk dilalkuka lnnya l perbualtaln ya lng diperintalhka ln a ltalu diwa ljibkaln oleh perundalng- 

unda lngaln, misallnya l: Tidalk menolong oralng yalng beralda l dallalm balha lya l (Palsa ll 531 

KUHP). Tinda lk pidalnal commissionis per omissionem commissal merupalka ln tindalk 

pidalna l commissionis tetalpi dilalkukaln dengaln jalla ln tidalk berbualt alta lu tidalk 

melalkukaln sesua ltu ya lng merupalka ln kewa ljibalnnyal, misa llnyal: Seora lng ibu tidalk 

menyusui alna lknyal da ln membialrka ln alna lknyal keha lusa ln da ln kelalpa lraln hingga l 

meninggall (Palsa ll 338 da ln Pa lsa ll 340 KUHP). 
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9) Tindalk Pida lnal Ringa ln daln Tindalk Pida lnal Beralt 

Penggolongaln tinda lk pida lnal ini berda lsa lrka ln pa ldal kriterial ya lng bersifa lt kua lntitaltif 

a ltalupun kriminologis. Tindalk pidalna l ringaln merupalkaln tindalk pidalna l yalng da lmpalk 

kerugialnnya l tidalk besalr sehinggal alncalma ln pidalnalnya l jugal ringaln. Tindalk pidalnal 

beralt merupalkaln tindalk pidalna l yalng da lmpa lk kerugialn ya lng ditimbulkalnnyal sa lnga lt 

besa lr sehinggal a lncalmaln pidalna lnya l beralt. 

10) Tindalk Pida lnal Umum da ln Tindalk Pidalna l Khusus 

Tindalk pidalna l umum merupalkaln tindalk pida lnal ya lng perumusalnnya l sudalh terdalpa lt 

da llalm Kitalb Unda lng-unda lng Hukum Pida lnal. Tindalk pidalnal khusus merupalka ln 

tindalk pidalna l yalng dialtur secalra l khusus da llalm Undalmg-unda lng, misallnyal tindalk 

pidalna l korupsi. 

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan 

a l. Pengertialn Tindalk Pidalna l Perkosa laln 

Tindalk pidalna l perkosa laln termalsuk da lla lm penggolongaln jenis tindalk pida lnal 

kesusilala ln. Tindalk pidalna l kesusilala ln dalla lm KUHP dibeda lka ln menjaldi 2, yalitu : 

1) Tindalk pidalna l perkosala ln untuk bersetubuh yalng dia ltur dallalm Palsa ll 285, 

286, 287, 288 KUHP. 

2) Tindalk pida lnal perkosa la ln untuk berbua lt calbul ya lng dia ltur dalla lm Pa lsa ll 289- 

296 KUHP. Pengertialn perkosa laln: 

a l) Perkosa la ln menurut Kalmus Besa lr Ba lhalsa l Indonesial bera lsa ll dalri ka ltal 

perkosa l yalng bera lrti palksa l, kekeralsa ln, ga lga lh, kua lt, perkalsa l. Memperkosal bera lrti 

menundukaln denga ln kekeralsa laln, mema lksa l dengaln kekeralsa la ln, menggalga lhi. 
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Pemerkosala ln merupalkaln proses, ca lral, perbua ltaln memperkosal, pelalngga lraln denga ln 

kekeralsa ln. 

b) Pengertialn perkosala ln (ralpes) a lda lla lh persetubuhaln ya lng dila lkukaln oleh 

seseora lng a ltalu beberalpa l lalki-lalki terhalda lp perempualn di lua lr perkalwina ln dengaln 

kekeralsa ln daln disertali dengaln a lncalma ln (Topo Sa lntoso, 1997: 15). 

c) Perkosa la ln merupalka ln kejalha ltaln terhalda lp kesusilala ln 

ya lng tercalntum dallalm Palsa ll 285 KUHP ya lng berbunyi: “Balra lngsia lpal dengaln 

kekeralsa ln memalksa l seseoralng wa lnital bersetubuh dengaln dial di lualr perkalwialna ln, 

dialnca lm kalrenal melalkuka ln perkosa la ln, denga ln pidalna l penjalra l pa lling lalmal dua l belals 

talhun”. Berdalsa lrka ln Pa lsa ll 285 KUHP tinda lk pidalnal perkosa la ln memiliki unsur-

unsur, ya litu: 

1. Ba lralng sia lpa l 

Unsur “ba lralng sia lpal” da llalm KUHP memalng tidalk dijelalska ln secalra l terperinci. 

Na lmun kalla lu kital perhaltikaln Pa lsa ll 44, 45, 46, 49, 50, da ln 51 KUHP da lpa lt 

disimpulkaln balhwa l malksud ba lra lng sialpa l alta lu subjek tindalk pidalna l alda llalh ora lng 

a ltalu malnusia l. Untuk dalpa lt menunjuk subjek tindalk pidalna l aldalla lh halrus a ldalnya l 

unsur kesa lla lhaln a lta lu kemalmpualn berta lnggungjalwa lb da lri pelalku, ya litu sesua li 

dengaln alzals Geen stralfzonder schuld. 

2. Denga ln kekeralsa ln 

Kekeralsa ln a ldalla lh kekualtaln fisik yalng menyebalbka ln oralng lalin secalra l fisik tidalk 

malmpu melalkukaln perlalwa lna ln alta lu pembelala ln. 
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3. Denga ln alncalma ln kekeralsa ln 

Alnca lmaln kekeralsa ln a ldalla lh senga ljal psikis ya lmg menyebalbka ln ora lng menjaldi 

ketalkutaln sehinggal tidalk malmpu melalkuka ln pembelalaln a ltalu perlalwa lnaln a ltalu 

kekeralsa ln ya lng belum diwujudkaln talpi menyebalbkaln ora lng terkenal tidalk 

mempunyali pilihaln selalin mengikuti kehenda lk oralng ya lng mengalncalm kekeralsa ln. 

4. Memalksa l 

Unsur mema lksa l da llalm perkosa laln menunjukkaln a lda lnya l pertentalnga ln kehendalk 

a lntalra l pelalku denga ln korbaln. 

5. Seseora lng wa lnital 

Unsur ora lng da lla lm pa lsa ll ini beralrti yalng menjaldi korba ln perkosa laln a lda llalh bia lsa lnyal 

wa lnital. 

6. Bersetubuh dengaln dial di lualr perkalwina ln 

Unsur tersebut mengalndung a lrti ba lhwa l persetubuhaln ya lng tidalk sa lh oleh seora lng 

lalki-lalki terhaldalp seora lng wa lnital ya lng dila lkukaln denga ln palksa la ln. 

d) Tindalk pidalna l perkosa laln juga l tercalntum dalla lm Pa lsa ll 286 KUHP ya lng 

berbunyi: “Balra lngsialpa l bersetubuh denga ln seoralng walnital di lualr perkalwinaln, 

pa ldalha ll diketalhui balhwa l wa lnital itu dalla lm kealda laln pingsa ln alta lu tidalk berdalya l, 

dialnca lm dengaln pida lnal penjalra l pa lling lalma l sembilaln ta lhun. Yalng dimalksud da lla lm 

kealda la ln pingsaln a ldalla lh seseoralng ya lng tida lk sa ldalr a lkaln dirinyal sendiri daln oralng 

tersebut tidalk dalpalt mengetalhui alpa l yalng terjaldi terhaldalp dirinyal. Ya lng dimalksud 

dengaln kealda laln tidalk berdalyal alda llalh seseora lng yalng tidalk mempunyali tenalga l alta lu 

kekualta ln sa lmal sekalli untuk melalkuka ln perlalwa lna ln. 
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e) Tindalk pida lnal perkosa la ln terha ldalp a lna lk di ba lwa lh umur terdalpa lt da llalm Pa lsa ll 

287 KUHP, ketentualn tersebut berbunyi: ” Ba lralngsia lpal bersetubuh dengaln seoralng 

wa lnital di lualr perkalwina ln, palda lha ll diketalhui alta lu sepaltutnyal diduga l, balhwa l 

umurnyal belum limal belals talhun, alta lu kallalu umurnyal ternyaltal tidalk jelals, balhwa l 

belum malmpu kalwin, dialnca lm dengaln pida lnal penjalra l palling lalmal sembilaln talhun. 

f) Ketentualn lalin yalng mengaltur tindalk pida lnal perkosa laln terhalda lp alna lk di 

ba lwa lh umur terdalpa lt dallalm Undalng-unda lng Nomor 23 Talhun 2002 Tentalng 

Perlindungaln Alna lk. Ketentualn tersebut terdalpa lt dalla lm Pa lsa ll 81 ya litu seba lgali 

berikut: 

(1) Setialp ora lng yalng dengaln senga ljal melalkuka ln kekeralsa ln a ltalu a lncalmaln 

kekeralsa ln memalksa l a lna lk melalkuka ln persetubuhaln dengalnnya l alta lu dengaln oralng 

lalin, dipidalna l denga ln pidalna l penjalra l pa lling la lmal 15 (limal bela ls) ta lhun da ln pa lling 

singka lt 3 (tigal) talhun daln dendal palling balnya lk Rp. 300.000.000,00 (tigal raltus jutal 

rupialh) da ln pa lling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enalm puluh jutal rupialh). 

(2) Ketentualn seba lgalimalna l dimalksud da lla lm a lyalt (1) berla lku pulal ba lgi ora lng 

ya lng dengaln senga ljal melalkuka ln tipu muslihalt, seralngka lialn kebohonga ln, a ltalu 

membujuk alna lk melalkukaln persetubuhaln dengalnnya l a ltalu dengaln ora lng lalin. 

b. Jenis-jenis Perkosala ln 

Berdalsa lrka ln pelalkunyal terdalpa lt empalt jenis perkosa laln seba lgali berikut: 

1) Perkosa la ln oleh oralng yalng dikenall 

Ya litu perkosala ln yalng dilalkuka ln oleh tema ln alta lu alnggotal kelualrga l. 

2) Perkosa la ln oleh palcalr (dalting ralpe) 
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Ya litu perkosalaln ya lng terjaldi ketikal korba ln sedalng berkencaln dengaln pa lcalrnyal, 

seringkalli dialwa lli dengaln cumbualn ya lng a lkhirnyal terjaldi pemalksa la ln hubunga ln 

seks. 

3) Perkosa la ln dalla lm perkalwina ln (malritall ralpe) 

Ya litu perkosala ln yalng bia lsa lnyal terjaldi pa ldal istri yalng ketergalntungaln sosia ll 

ekonomi palda l sualmi, berupal pemalksa la ln hubungaln yalng tidalk dikehendalki oleh 

pihalk istri. 

4) Perkosa la ln oleh oralng alsing 

Ya litu perkosala ln ya lng sering ka lli disertali dengaln tinda lk kejalhalta ln lalinnya l, seperti 

peralmpoka ln, pencurialn, pengalnia lyala ln a ltalupun pembunuhaln. 

Berdalsa lrka ln calra l melalkuka ln terdalpa lt empa lt jenis perkosala ln sebalga li berikut: 

1) Perkosa la ln dengaln jalnji-jalnji / penipualn 

Ya litu perkosala ln ya lng bia lsa lnyal dia lwa lli dengaln ja lnji-jalnji misallnyal korba ln a lka ln 

dinikalhi daln seba lga linyal. 

2) Perkosa la ln dengaln alnca lmaln ha llus 

Ya litu perkosala ln ya lng terjaldi kalrenal a lda lnya l ketergalntunga ln sosia ll a ltalu ekonomi 

kepalda l pemerkosal. Termalsuk dalla lm jenis ini alda llalh perkosala ln maljikaln terhalda lp 

buruh, a ltalsa ln kepalda l balwa lha ln, da ln sebalga linyal. 

3) Perkosa la ln dengaln palksa la ln fisik 

Ya litu perkosalaln ya lng dilalkuka ln dengaln mengalncalm memalka li senjalta l (taljalm/alpi) 

a ltalupun dengaln kekualta ln fisik. 
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4) Perkosa la ln dengaln memalka li pengalruh tertentu 

Ya litu perkosala ln ya lng dilalkuka ln dengaln mempengalruhi korbaln melallui pemalkalia ln 

oba lt bius, obalt peralngsa lng, hipnotis, daln sebalga linyal. 

5) Perkosa la ln di dallalm lingkungaln kelualrgal 

Ya litu perkosala ln yalng dilalkuka ln oleh alnggotal kelualrga l dalla lm saltu rumalh, ba lik 

a lntalra l aldik kalka lk kalndung ma lupun tiri, alya lh kalndung malupun tiri, kalkek, palmaln, 

sa luda lral lalki-lalki lalin dallalm kelurgal, yalng sebenalrnyal tidalk dikehendalki oleh 

korba ln, tetalpi ka lrenal hall itu dilalkuka ln denga ln berbalga li calra l. 16 

4. Tinjauan Umum tentang Anak 

a l. Pengertialn Alna lk 

Definisi mengenali pengertialn a lnalk da lpa lt dilihalt dalri berbalga li malcalm peraltura ln 

perundalng-unda lngaln seba lga li berikut : 

1) Kitalb Unda lng-unda lng Hukum Perdalta l (KUHPerda lta l) 

Menurut KUHPerda lta l balta ls kedewa lsala ln a lna lk dialtur da llalm Buku I ba lb kelimalbelals 

ba lgialn kesa ltu ya lng terdalpa lt da llalm Pa lsa ll 330 KUHPerda ltal ya lng menya ltalka ln ba lhwa l 

“Belum dewalsa l alda llalh merekal ya lng belum mencalpali umur genalp dua l puluh sa ltu 

talhun, da ln tidalk lebih dalhulu kalwin”. 

2) Kitalb Unda lng-unda lng Hukum Pida lnal 

Dida llalm Pa lsa ll 45 KUHP disebutka ln ba lhwa l “dalla lm menuntut alna lk yalng belum 

cukup umur (minderjalring) kalrena l melalkuka ln perbualta ln sebelum umur enalm belals 

 
16 (http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/perkosaan.htm). 
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talhun, ha lkim dalpa lt memutuskaln: memerintalhka ln supalya l yalng bersa llalh 

dikemballikaln kepaldal ora lng tualnyal, wa llinya l altalu pemelihalra lnyal, talnpa l dipidalna l 

a lpalpun; a ltalu memerintalhka ln supa lya l ya lng bersa llalh disera lhkaln kepa lda l pemerintalh, 

talnpa l dipidalna l alpa lpun”. 

Ketentualn baltals umur dallalm Pa lsa ll 45 KUHP tersebut sudalh tidalk berlalku lalgi 

ka lrenal suda lh digalnti dengaln ketentualn ya lng terdalpa lt paldal Pa lsa ll 1 a lyalt 

(1) Unda lng-unda lng Nomor 3 Talhun 1997 tentalng Pengaldilaln Alna lk. 

3) Unda lng-unda lng Nomor 3 Talhun 1997 Tentalng Pengaldilaln Alnalk Alna lk 

a ldalla lh oralng yalng da llalm perkalra l alna lk nalka ll telalh mencalpa li umur 8 (delalpa ln) talhun 

tetalpi belum mencalpa li umur 18 (delalpa ln belals) ta lhun da ln belum kalwin (Pa lsa ll 1 

a lyalt (1)). 

4) Unda lng-unda lng Nomor 23 Talhun 2002 Tentalng Perlindungaln Alna lk 

Alna lk alda llalh seseora lng yalng belum berusial 18 (delalpaln belals) talhun, termalsuk a lnalk 

ya lng malsih da llalm kalndunga ln (Pa lsa ll 1 alya lt (1)). 

5) Unda lng-unda lng Nomor 4 Talhun 1979 Tentalng Kesejalhterala ln Alna lk Alna lk 

a ldalla lh seseoralng yalng belum mencalpali umur 21 (dual puluh saltu) talhun da ln belum 

pernalh ka lwin (Pa lsa ll 1 alya lt (2)). 

6) Unda lng-unda lng Nomor 1 Ta lhun 1974 Tentalng Perka lwina ln Da lla lm Pa lsa ll 7 

a lyalt (1) menyebutkaln balhwa l perkalwina ln ha lnyal dizinkaln jikal pihalk prial mencalpa li 

umur 19 (sembilaln belals) talhun daln pihalk walnital suda lh mencalpa li umur 16 (enalm 

belals) ta lhun. 
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7) Unda lng-Unda lng Nomor 12 Ta lhun 1995 Tentalng Pema lsya lralka ltaln Menurut 

Unda lng-unda lng ini pengertialn alna lk dialtur da llalm Palsa ll 1 alyalt (8) yalng menjelalska ln 

mengenali alna lk didik pemalsya lralka ltaln ya lng terdiri dalri a lnalk pidalna l, a lnalk nega lral 

da ln alna lk sipil. 

a l) Alna lk Pida lnal ya litu alna lk ya lng berdalsa lrkaln putusa ln pengaldilaln menjallalni 

pidalna l LAlPAlS a lna lk pa lling lalmal sa lmpali berumur 18 (delalpa ln belals) talhun. 

b) Alna lk Nega lral ya litu alnalk ya lng berdalsa lrka ln putusa ln pengaldilaln diseralhka ln 

pa ldal nega lral untuk dididik da ln ditempaltka ln di LAlPAlS a lna lk pa lling la lmal sa lmpali 

berumur 18 (delalpa ln belals) talhun. 

c) Alna lk Sipil yalitu alna lk yalng a ltals permintala ln oralng tual a ltalu wa llinyal 

memperoleh penetalpaln penga ldilaln untuk dididik di LAlPAlS a lna lk pa lling lalmal 

sa lmpali berumur 18 (delalpa ln belals) talhun. 

b. Perlindungaln terhaldalp Alna lk 

Perlindungaln a lna lk a ldalla lh sega llal upa lya l ya lng ditujukaln untuk mencegalh, 

merehalbilitalsi daln memperdalyalka ln alna lk ya lng mengallalmi tindalk perlalkualn sa llalh, 

eksploitalsi daln penelalntalraln a lga lr dalpa lt menjalmin kelalngsunga ln hidup daln tumbuh 

kembalng alna lk secalra l wa ljalr, balik fisik, mentall malupun sosia llnyal. Da llalm  Unda lng-

unda lng Undalng-Unda lng Nomor 35 talhun 2014 Tentalng Perlindungaln Alnalk 

dijelalska ln mengenali perlindungaln a lna lk ya lng terda lpalt da llalm Pa lsa ll 1 a lya lt (2) 

Perlindungaln Alnalk a ldalla lh segallal kegialtaln untuk menjalmin daln melindungi Alnalk 

da ln halk-ha lknya l alga lr da lpalt hidup, tumbuh, berkembalng, daln berpa lrtisipalsi secalra l 

optimall sesuali dengaln ha lrkalt da ln ma lrtalba lt kemalnusia laln, serta l mendalpalt 

perlindungaln dalri kekeralsa ln daln diskrimina lsi. 
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Perlindungaln alna lk jugal dialtur di dalla lm Pa lsa ll 2 Undalng-Unda lng Nomor 23 talhun 

2002 ya lng menjelalska ln ba lhwa l penyelengga lrala ln perlindungaln a lnalk bera lsa lska ln 

Pa lncalsila l daln berla lndalska ln Unda lng- unda lng Da lsa lr Nega lral Republik Indonesial 

Talhun 1945 serta l prinsip- prinsip Konvensi Ha lk-ha lk Alna lk meliputi: 

1) non diskriminalsi; 

2) kepentingaln ya lng terbalik balgi alna lk; 

3) ha lk untuk hidup, kelalngsunga ln hidup, daln perkembalngaln: daln 

4) penghalrga la ln terhalda lp pendalpa lt alna lk. 

Seda lngkaln da llalm kalsus tinda lk pidalnal kesusila laln ya lng korbalnnya l alna lk- alna lk di 

da llalm Unda lng-undalng Nomor 23 Ta lhun 2002 Pa lsa ll 17 a lyalt (2) menjelalska ln 

ba lhwa l” Setialp a lna lk ya lng menjaldi korba ln a ltalu pelalku kekeralsa ln seksua ll a lta lu yalng 

berhalda lpa ln dengaln hukum berha lk diralha lsia lkaln”. Da llalm ha ll ini malka l da lpalt di ta lrik 

kesimpulaln ba lhwa l perlindungaln a lnalk seba lga li korbaln ma lupun pelalku tinda lk pidalna l 

kekeralsa ln seksuall mempunyali halk untuk diralha lsialka ln identitalsnya l a lgalr tidalk 

diketalhui oleh malsya lralka lt luals. 

5. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan 

Pertimbalngaln Ha lkim dallalm Menjaltuhka ln Putusa ln Pida lnal. 

Putusa ln perka lral pida lna l mengikuti sistema ltikal da llalm Pa lsa ll 197 Alya lt (1) KUHAlP 

ya lng berbunyi: “Suralt putusaln bukaln pemidalna la ln” memualt; Kepalla l putusaln ya lng 

dituliskaln berbunyi: "DEMI KEAlDILAlN BERDAlSAlRKAlN KETUHAlNAlN 

YAlNG MAlHAl ESAl"; 
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a l. Na lmal lengka lp, tempalt la lhir, umur alta lu ta lnggall la lhir, jenis kelalmin, 

kebalngsa la ln, tempalt tinggall, alga lmal da ln pekerjala ln terdalkwa l; 

b. Da lkwa la ln, sebalga limalnal terdalpa lt dalla lm sura lt dalkwa la ln; 

c. Pertimbalngaln ya lng disusun seca lral ringka ls mengenali falktal da ln kealda laln 

besertal a llalt pembuktialn ya lng diperoleh da lri pemeriksala ln disidalng ya lng menjaldi 

da lsa lr penentualn kesa llalha ln terdalkwa l; 

d. Tuntutaln pidalna l, sebalga limalnal terdalpa lt dallalm sura lt tuntutaln; 

e. Pa lsa ll peralturaln perundalng-unda lngaln ya lng menjaldi dalsa lr pemidalna laln a ltalu 

tindalka ln daln Pa lsa ll pera lturaln per Unda lng-unda lngaln ya lng menjaldi dalsa lr hukum da lri 

putusa ln, disertali kealdala ln yalng memberaltka ln daln ya lng meringalnka ln terdalkwa l; 

f. Ha lri da ln talngga ll dia ldalka lnnyal musya lwa lra lh Ma ljelis Ha lkim kecualli perkalral 

diperiksal oleh Halkim tunggall; 

g. Pernya ltala ln kesallalha ln terdalkwal, pernyalta la ln telalh terpenuhi semual unsur 

da llalm rumusaln tinda lk pidalna l disertali denga ln kuallifikalsinya l da ln pemidalna la ln a ltalu 

tindalka ln yalng dijaltuhka ln; 

h. Ketentualn kepaldal sia lpa l bialya l perkalral dibebalnka ln dengaln menyebutkaln 

jumlalhnyal ya lng pa lsti daln ketentualn mengenali ba lralng bukti; 

i. Keteralnga ln balhwa l seluruh sura lt ternyalta l pa llsu alta lu keteralngaln dima lnal 

letalknyal kepallsua ln itu, jikal terdalpa lt sura lt otentik dialngga lp pallsu; 

j. Perintalh supa lyal terdalkwa l ditalha ln alta lu tetalp dalla lm talha lnaln a ltalu dibebalska ln; 
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k. Ha lri daln talngga ll putusaln, na lmal penuntut umum, nalma l Halkim yalng 

memutusdaln nalma l Pa lniteral.17 

Jika l sua ltu putusa ln pemidalna laln tida lk memua lt dalla lm ketentualn dia ltals ma lka l putusa ln 

tersebut menjaldi “balta ll demi hukum.” 

Terdalpa lt 3 (tigal) ka ltegori pertimbalnga ln Ha lkim dallalm memutus sualtu perkalral,ya litu 

pertimbalnga ln Halkim yalng bersifalt yuridis, pertimbalnga ln Ha lkim bersifalt 

sosiologis, da ln pertimbalnga ln halkim bersifa lt filosofis sebalgali berikut : 

Al. Pertimbalngaln yuridis 

Alda llalh pertimbalngaln Ha lkim yalng dida lsa lrkaln pa lda l falktor-falktor ya lng telalh 

terungkalp di da llalm persida lngaln da ln oleh Unda lng-unda lng telalh ditetalpka ln seba lgali 

ha ll yalng ha lrus dimua lt dalla lm putusaln. Pertimbalngaln ya lng bersifa lt yuridis tersebut 

dialnta lralnya l: 

1) Fa lktal-fa lktal ya lng diungkalp didepaln persida lngaln, 

2) Berorientalsi menurut lokalsi, 

3) Walktu Peristiwal, 

4) Motif Operalsi, 

5) Mengetalhui Alspek Teoritik, 

6) Mengetalhui Pa lndalnga ln Doktrin, 

7) Mengetalhui Yurisprudensi, 

 
17 Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta:Rineka 
Cipta:2015).h.312-313 
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8) Mengetalhui Posisi Ka lsus ya lng Dita lngalni, 

9) Mempertimbalngka ln hall-hall ya lng Membera ltkaln da ln Meringalnkaln.18 

B. Pertimbalngaln Sosiologis 

Alda llalh sua ltu pertimbalnga ln yalng alpa lkalh terdalkwa l melalkukaln perbualtaln pidalna l 

a ltalu tidalk sebalga limalnal ya lng termualt da llalm unsur-unsur tindalk pidalnal ya lng 

didalkwa lka ln kepalda lnyal (terdiri dalri laltalr belalkalng perbualta ln terdalkwal, kondisi 

ekonomi terdalkwa l, dita lmbalh Ha lkim ha lrusla lh meyalkini (Roni Utalmal 

Putra l.2013:9). 

Fa lktor sosiologis Ha lkim didalla lm menjaltuhka ln putusaln, ya lkni: 

1) Mempertimbalngka ln sumber hukum talk tertulis daln nila li-nilali ya lng tumbuh 

di malsya lra lkalt. 

2) Mempertimbalngka ln hall-hall yalng meringa lnkaln da ln memberaltka ln, balik 

da lnburuk dalri terdalkwa l. 

3) Mempertimbalngka ln a ldal tida lk keikutserta laln korba ln, kesa lla lhalnnya l, da ln 

perdalma lialn. 

4) Fa lktor malsya lra lkalt, ya litu rualng lingkup hukum dimalna l hukum itu 

diberlalkukaln da ln diteralpka ln. 

5) Fa lktor kebudalyala ln, yalitu merupalka ln a ldalt istialda lt malnusia l didallalm sualtu 

pergalula ln hidup 

 
18 I Nyoman PMutu Budiartha dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan BebasTerhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak” dalam Jurnal 
AnalogiHukum,Vol1(2),2019https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukumhl 
m.247. 
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C. Pertimbalngaln Filosofis 

Ya lkni pertimbalnga ln altalu unsur ya lng menitik beraltkaln kepalda l nilali kealdilaln 

terdalkwa l da ln korbaln.19 Seda lngkaln menurut Ba lgir Malna ln, mencerminkaln nilali nilali 

filosofis alta lu nilali yalng terdalpalt da llalm cital hukum (rechtsidee). Diperlukaln seba lgali 

sa lra lnal menjalmin kealdilaln.20Kealdilaln seca lra l umum dialrtikaln sebalga li perbualtaln 

a ltalu pelalku ya lng a ldil, sementalral a ldil alda llalh tidalk bera lt sebelalh, tidalk memihalk 

ya lng benalr. Kealdilaln dalla lm filalsa lfa lt sebalga limalnal ya lng tertualng dalla lm nilali-nilali 

da lsa lr Nega lral, ha ll ini da lpa lt dicontohkaln a lpa lbilal dipenuhinyal dua l prinsip, pertalmal 

tidalk merugikaln seseoralng daln kedual perla lkualn kepalda l tialp-tialp malnusia l alpal yalng 

menjaldi halknya l, malksudnya l ha lkim mempertimbalngkaln ba lhwa l pidalna l ya lng 

dijaltuhkaln kepa ldal terda lkwal merupa lkaln upa lyal untuk memperbaliki perilalku 

terdalkwa l melallui proses pemidalnala ln. Ha ll ini bermalknal ba lhwa l filosofi pemidalnala ln 

a ldalla lh pembinalaln terhaldalp pelalku kejalha lta ln sehinggal setalla lh terpidalnal kelualr dalri 

lembalgal permalsya lra lkalta ln, alka ln da lpalt memperbaliki dirinyal da ln tidalk melalkuka ln 

kejalha ltaln lalgi 

B. Profil Instansi 

1.Deskripsi Instansi 

Penga ldilaln Negeri Menggallal Kelals II ya lng berkedudukaln Jl. Cemalra l Komplek 

Perka lntoraln Pemdal Tula lng Ba lwa lng, Tulalng Ba lwa lng. Penga ldilaln Negeri Menggallal 

merupalka ln salla lh sa ltu peraldilaln umum ya lng beraldal diba lwa lh Pengaldilaln Tinggi 

Talnjungka lralng ya lng bertugals menerimal, memeriksal, da ln memutus sertal 

 
19 M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20 
20 Bagir Manan, “Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia”, (Jakarta: Penerbit Ind-
Hill.co, 1992), hlm 14-17 
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menyelesalika ln perkalra l palda l tingkalt pertalmal dengaln daleralh hukum meliputi 3 (tigal) 

ka lbupalten ya litu Kalbupa lten Tulalng Ba lwa lng Ka lbupa lten Tulalng Ba lwa lng Ba lra lt daln 

Ka lbupa lten Mesuji. 

Seiring dengaln Visi daln Misi Malhkalma lh Algung malkal Visi daln Misi Pengaldilaln 

Negeri Menggallal Kelals II seba lga li berikut: 

a l. Visi: “Mewujudkaln Penga ldilaln Negeri Menggalla l Ya lng Algung” 

b. Misi: 

1) Menjalga l kemalndirialn Pengaldilaln Negeri Mengga llal;  

2) Memberikaln pelalya lna ln hukum yalng berkealdilaln kepalda l pencalri kealdilaln; 

3) Meningkaltkaln kuallitals kepemimpinaln Pengaldilaln Negeri Menggallal; 

4) Meningkaltka ln kredibilitals da ln tralnspa lra lnsi Penga ldilaln Negeri Menggallal 

Moto Pengadilan Negeri Menggala:  

Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala l 

Ga lmbalr 1. Peta l Yuridiksi Pengaldilaln Negeri Menggallal Penga ldilaln Negeri 

Mengga llal wilalya lh hukumnyal meliputi 3 (tigal) Ka lbupa lten, yalitu; 



56 
 

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang 

Secalra l aldministralsi berdalsa lrka ln Perdal No. 07 talhun 2005 kalnbupa lten Tulalng 

Ba lwa lng terdiri dalri 24 kecalmaltaln da ln 240 ka lmpung/keluralha ln. Ka lbupalten. 

Ka lbupa lten Tulalng Balwa lng sebelumnya l merupalka ln balgialn da lri Kalbupa lten 

Lalmpung Uta lra l. Berdalsa lrka ln Unda lng-Unda lng RI No. 2 ta lhiun 1997 ma lka l 

terbentuklalh Ka lbupalten Tulalng Balwa lng. 

Penga ldilaln Negeri Kelals III Mengga lla l diresmikaln oleh Ketual Ma lhka lma lh Algung RI 

Bpk. Prof. Dr. H. Balgir Ma lnaln, SH.MCL Pa lda l talnggall 06 Desember 2004 dengaln 

Ketual Penga ldilaln Negerinyal ya lng pertalmal Ba lpalk H. Sula limaln, SH.MH denga ln 

Pa lniteral/Sekretalrisnya l Ibu Nellyalza l, SH. Sebelumnyal da leralh hokum Ka lbupalten 

Tulalng Balwa lng malsih bera ldal di da leralh hokum Pengaldilaln Negeri Kotal Bumi. 

a. Lalmba lng Pengaldilaln Negeri Menggallal 

Ga lmbalr 2 La lmbalng Pengaldilaln Negeri Menggalla l 

Lalmba lng Pengaldilaln Negeri Menggallal 

1. Bentuk: Perisali (Ja lwal:Talmeng) / bulalt telur 

2. Isi : 

a. Ga lris Tepi: 5 (limal) ga lris yalng melingkalr pa lda l sisi lualr la lmbalng 

menggalmbalrka ln 5 (limal sila l dalri Pa lncalsila l) 
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b. Tulisaln "PENGAlDILAlN NEGERI MENGGAlLAl" ya lng melingkalr dia ltals 

seba ltals ga lris lengkung perisali balgialn alta ls menunjukkaln Ba ldaln, Lembalga l 

penggunal la lmbalng tersebut. 

c. Lukisaln Ca lkra l: Da lla lm cerital wa lya lng (pewa lyalnga ln), Ca lkra l a ldalla lh senja ltal 

Kresna l berupal palna lh berodal yalng digunalka ln sebalgali senjaltal "Palmungka ls" 

(teralkhir). Calkra l diguna lkaln untuk membera lntals ketidalk a ldilaln. Pa lda l lalmba lng 

Ma lhka lmalh Algung, calkral tidalk terlukis sebalga li Calkral ya lng sering/balnya lk 

dijumpali misallnya l calkral pa lda l lalmbalng Kostra ld, lalmbalng Ha lkim, lalmbalng 

Ika lhi daln lalin-lalinnya l yalkni berupal bentuknya l Calkra l. Jaldi dalla lm kealdala ln 

"dialm" (staltis). Tidalk demikialn  ha llnya l dengaln Ca lkra l ya lng terdalpa lt palda l 

Lalmba lng Ma lhka lmalh Algung. Ca lkra l pa lda l la lmbalng Ma lhka lmalh Algung terlukis 

seba lgali Calkra l yalng (sudalh) dilepals da lri busurnya l. Kalla l Calkral dilepals dalri 

busurnya l roda l palna lh (Calkra l) berputalr da ln tialp ujung (alda l delalpa ln) ya lng 

terdalpa lt paldal roda l pa lnalh (Ca lkral) mengelualrkaln a lpi. Palda l lalmba lng 

Ma lhka lmalh Algung ca lkra l dilukis seda lng berputalr da ln mengelualrka ln lidalh a lpi 

(Belalnda l:vlalm). Ca lkral ya lng roda lnyal berputalr da ln mengelualrka ln lidalh a lpi 

menalnda lkaln ca lkral suda lh dilepa ls da lri busurnya l untuk menjallalnkaln fungsinya l 

memberalnta ls ketidalk a ldilaln da ln menegalkka ln kebenalra ln. Ja ldi pa ldal la lmba lng 

Ma lhka lmalh Algung ca lkra l digalmba lrkaln seba lgali Ca lkral ya lng " a lktif ", bukaln 

Ca lkral ya lng "staltis” 

d. Perisa li Palncalsilal: Perisali Pa lncalsila l terletalk di tengalh-tengalh Calkra l yalng 

seda lng menjallalnka ln fungsinyal memberalntals ketidalka ldilaln daln menegalkka ln 

kebenalra ln. Hall itu merupalka ln cerminaln da lri Palsa ll 1 Unda lng-unda lng Nomor 

14 Ta lhun 1970 ya lng rumusa lnnyal. "Kekua lsa la ln Keha lkimaln a lda llalh Keka lsa la ln 
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Nega lral ya lng merdekal untuk menyelenggalra lkaln pera ldilaln guna l menegalkka ln 

hukum daln kea ldilaln berdalsa lrka ln Pa lncalsilal, demi terselenggalralnya l Nega lra l 

Hukum Republik Indonesial." Calta ltaln : Rumusa ln Pa lsa ll 1 Undalng-unda lng 

Nomor 4 Talhun 2004 salmal dengaln Dengaln rumusaln Pa lsa ll 1 Undalng-undalng 

Nomor14 talhun 1970. 

e. Unta lialn Bunga l Mela lti: Terdalpalt 2 (dua l) untalia ln bunga l melalti malsing- ma lsing 

terdiri dalri alta ls 8 (delalpa ln) bungal melalti, melingkalr sebalta ls ga lris lengkung 

perisali ba lgialn ba lwa lh, 8 (delalpa ln) sifa lt ketelalda lnaln da lla lm kepemimpinaln 

(ha lstalbra ltal). 

f. Selokal "Dha lrmmalyukti": Paldal tulisaln "dha lrmmalyukti" terdalpa lt 2 (dual) huruf 

M ya lng berjaljalr. Ha ll itu disesualikaln denga ln bentuk tulisaln "dhalrmmalyukti" 

ya lng ditulis dengaln huruf Ja lwa l. Dengaln menggunalka ln double M. huruf "Al" 

ya lng terdalpa lt palda l a lkhir kalta l "dhalrmal" a lka ln dilalfa ll sebalga li "Al" seperti palda l 

ucalpa lnka ltal "alcalra l", "dual" "lupal" da ln seba lgalinya l. Alpa lbilal menggunalka ln 1 

(sa ltu) huruf "M", huruf "Al" yalng terda lpalt pa lda l alkhir kaltal "dha lrmmal" 

memungkinkaln dilalfa ll seba lga li huruf 

"O" seperti lalfa ll "O" pa ldal ka lta l"motor, "bohong" da ln lalin-lalinnya l. Ka lta l "dhalrmmal" 

mengalndung alrti balgus, utalma l, keba likaln. Sedalngka ln kalta l "yukti" 

mengalndung alrti sesungguhnya l, nyaltal. Ja ldi kalta l "dhalrmmalyukti" 

mengalndung alrti kebalikaln/keutalmala ln yalng nyalta l/yalng sesungguhnya l yalkni 

ya lng berujud sebalgali kejujuraln, kebenalra lnda ln kealdilaln. 
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3.Struktur organisasi dan Kelola 

g. Struktur Orga lnisalsi da ln Taltal Pengelolal 

Ga lmbalr 3 Struktur Orga lnisa lsi Pengaldilaln Negeri Menggallal 

 

Talta l Kelolal Penga ldilaln Negeri Menggalla l dialtur da llalm peraltura ln Ma lhka lmalh Algung 

RI Nomor 7 Talhun 2015 tentalng Orga lnisa lsi daln Talta l Kerjal Kepalniterala ln daln 

kesekretalrialtaln peraldilaln ya litu: 

Kepa lniterala ln Pengaldilaln Negeri Kelals II alda llalh alpa lra ltur taltal usa lhal negalra l yalng 

da llalm menjallalnka ln tugals da ln fungsinyal beraldal di balwa lh daln talnggung jalwa lb 

Ketual Penga ldilaln Negeri Kelals II. Kepa lniterala ln Pengaldilaln Negeri Kelals I 
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dipimpin oleh Palniteral. Kepalniteralaln Penga ldilaln Negeri Kelals II mempunyali tugals 

melalksa lnalka ln pemberialn dukunga ln dibida lng teknis daln aldministralsi perkalra l serta l 

menyelesalika ln suralt-sura lt yalng berka litaln dengaln perka lral. 

Da llalm melalksa lna lkaln tugals seba lgalimalna l dimalksud pa lda l Palsa ll 71, Kepalniterala ln 

Penga ldilaln Negeri Kelals II menyelenggalra lkaln fungsi: 

1) Pelalksa lna la ln koordinalsi, pembinala ln daln pengalwa lsa ln pelalksa lna laln tugals da llalm 

pemberialn dukunga ln di bidalng teknis; 

2) Pelalksa lna la ln pengelolalaln a ldministralsi perka lral perdalta l; 

3) Pelalksa lna lna laln pengelolala ln a ldministralsi perkalra l pidalna l; 

4) Pelalksa lna lna laln pengelolala ln a ldministralsi perkalra l khusus; 

5) Pelalksa lna lna laln pengelolala ln aldministralsi perkalra l, penyaljialn dalta l perkalra l, daln 

tralnspa lra lnsi perkalra l; 

6) Pelalksa lna la ln aldministralsi keualnga ln ya lng beralsa ll da lri AlPBN da llalm progra lm 

teknis daln keualnga ln perkalral ya lng ditetalpka ln berdalsa lrkaln peralturaln da ln 

perundalng unda lnga ln, minutalsi, evallua lsi da ln aldministralsi: 

7) Pelalksa lna la ln medialsi; 

8) Pembinala ln teknis kepalniteralaln da ln, kejurusitala ln; daln 

9) Pelalksa lna la ln fungsi lalin yalng diberikaln oleh Ketual Penga ldilaln Negeri. 
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Susuna ln Orga lnisa lsi Kepa lniterala ln Penga ldilaln Negeri Menggallal Tulalng Ba lwa lng 

Kelals II, terdiri altals: 

a. Pa lniteral Muda l Perdaltal; 

b. Pa lniteral Muda l Pidalna l; 

c. Pa lniteral Muda l Hukum 

Pa lniteral Penga ldilaln Negeri Menggallal Tula lng Ba lwa lng Kelals II mempunya li tugals 

melalksa lnalka ln pemberialn dukunga ln dibida lng teknis daln aldministralsi perkalra l serta l 

menyelesalika ln suralt-sura lt yalng berkalitaln dengaln perkalra l. Da llalm melalksa lna lkaln 

tugals seba lga limalnal dimalksud palda l Pa lsa ll 74, Pa lniteral Penga ldilaln Negeri Kelals II 

menyelenggalralka ln fungsi: pelalksa lna laln koordinalsi, pembinalaln da ln pengalwalsa ln 

pelalksa lna laln tuga ls da llalm pemberialn dukunga ln di bidalng teknis, pelalksa lna laln 

pengelolala ln a ldministralsi perka lral perda ltal, pelalksa lna lnala ln pengelolala ln a ldministralsi 

perkalra l pidalna l, pelalksa lna la ln pengelolala ln a ldministralsi perkalra l khusus, 

pelalksa lna lnala ln pengelolala ln a ldministralsi perka lral, penya ljialn da ltal perka lral,da ln 

tralnspa lra lnsi perkalra l, pelalksa lnala ln aldministralsi keua lngaln ya lng beralsa ll dalri AlPBN 

da llalm progra lm teknis daln keua lnga ln perkalra l ya lng ditetalpka ln berda lsa lrkaln pera lturaln 

da ln perundalng undalngaln, minutalsi, eva llualsi daln aldministralsi Kepalniterala ln, 

pelalksa lna laln medialsi, pembinala ln teknis kepa lniteralaln da ln kejurusitala ln da ln 

pelalksa lna laln fungsi lalin ya lng diberikaln oleh Ketual Penga ldilaln Negeri. 

Pa lniteral Muda l Perdalta l mempunyali tuga ls melalksa lnalka ln aldministralsi perkalra l 

dibidalng perdaltal. Da llalm melalksa lnalka ln tuga ls sebalga limalnal dimalksud dalla lm Palsa ll 

76, Pa lniteral Muda l Perda ltal menyelenggalra lka ln fungsi: pelalksa lnala ln pemeriksala ln daln 

penelalalha ln kelengkalpa l,n berkals perka lra l perdalta l, pelalksa lnala ln registralsi perkalra l 
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guga ltaln daln permohonaln, pelalksa lna laln distribusi perkalra l yalng telalh diregister 

untuk diteruskaln kepa ldal Ketua l Ma ljelis Ha lkim berdalsa lrka ln Penetalpa ln Penunjukkaln 

Ma ljelis Halkim dalri Ketual Penga ldilaln, pelalksa lna laln penerimala ln kemballi berkals 

perkalra l yalng suda lh diputus daln diminutalsi, pelalksa lnala ln pemberitalhua ln isi putusaln 

tingkalt pertalmal kepalda l palra l pihalk yalng tidalk haldir, pelalksa lna laln penyalmpalia ln 

pemberitalhua ln putusaln tingkalt ba lnding, kalsa lsi da ln peninjalua ln kemballi kepalda l pa lra l 

pihalk, pelalksa lna laln penerimala ln daln pengirimaln berkals perkalra l yalng dimohonkaln 

ba lnding, kalsa lsi daln peninjalualn kemba lli, pelalksa lnala ln pengalwa lsa ln terhaldalp 

pemberitalhua ln isi putusaln upalya l hokum kepalda l palra l pihalk da ln menyalmpalikaln 

relals penyera lhaln isi putusa ln kepa lda l Penga ldilaln Tinggi daln Ma lhka lmalh Algung, 

pelalksa lna laln penerimalaln konsinya lsi, pelalksa lna laln penerimalaln permohona ln 

eksekusi, pelalksa lna laln penyimpalna ln berkalsperka lral ya lng belum mempunyali 

kekualta ln hukum tetalp, pelalksa lnala ln penyeralha ln berkals perka lra l ya lng suda lh 

berkekualtaln hokum tetalp kepalda l Palniteral Muda l Hukum, pelalksa lnala ln urusaln talta l 

usa lha l kepalniterala ln da ln pelalksa lnala ln fungsi lalinyalngdiberikaln oleh Palniteral. 

Pa lniteral Mudal Pida lnal di Pengaldilaln Negeri Menggalla l mempunyali tugals 

melalksa lnalka ln aldmin istralsi perkalral di bida lng pidalnal. Da llalm melalksa lna lka ln tugals 

,seba lgalimalna l dimalksud da llalm Pa lsa ll 78, Pa lniteral Muda l Pidalna l menyelenggalra lka ln 

fungsi: pelalksa lnala ln pemeriksalaln da ln penelalalha ln kelengkalpaln berka ls perkalra l 

pidalna l, pelalksa lna la ln registralsi perka lra l pidalna l, pelalksa lna la ln penerimala ln 

permohonaln pra l pera ldilaln da ln pemberitalhua ln kepa ldal termohon, pelalksa lnala ln 

distribusi perkalral ya lng telalh diregister untuk 

diteruskaln kepaldal Ketual Ma ljelis Halkim berdalsa lrkaln Penetalpaln Penunjukkaln 

Ma ljelis Halkim da lri Ketual Penga ldilaln, pelalksa lna la ln penghitungaln, penyialpaln da ln 
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pengirimaln penetalpaln pena lhalna ln, perpa lnjalnga ln penalha lnaln da ln penalngguha ln 

penalha lna ln, pelalksa lnala ln penerimalaln permohonaln ijin penggeledalha ln da ln ijin 

penyitalaln dalri penyidik pelalksa lna laln penerimalaln kemballi berkals perkalra l yalng 

suda lh diputus daln diminutalsi, pelalksa lna laln pemberitalhualn isi putusaln tingkalt 

pertalmal kepalda l palra lpihalk yalng tida lk haldir, pelalksa lna laln penyalmpa lialn 

pemberitalhua ln putusaln tingkalt ba lnding, kalsa lsi da ln peninjalua ln kemballi kepalda l pa lra l 

pihalk, pelalksa lna laln penerimala ln daln pengirimaln berkals perkalra l yalng dimohonkaln 

ba lnding, kalsa lsi daln peninjalualn kemba lli, pelalksa lnala ln pengalwa lsa ln terhaldalp 

pemberitalhua ln isi putusalnupa lya l hukum kepa ldal pa lra l pihalk da ln menya lmpalikaln relals 

penyeralha ln isi putusaln kepalda l Pengaldilaln Tinggi daln Ma lhkalmalh Algung, 

pelalksa lna laln pemberitalhua ln isi putusa ln upa lyal hukum kepa ldal Ja lksa l Penuntut Umum 

da ln Terdalkwa l, pelalksalna la ln penerimalaln permohonaln eksekusi, pelalksa lna laln 

penyimpalnaln berka ls perkalra l ya lngbelum mempunyali kekua ltaln hukum tetalp, 

pelalksa lna laln penyeralha ln berkals perka lralya lng suda lh berkekualtaln hukum tetalp 

kepalda l Pa lniteral Muda l Hukum, pelalksa lna laln urusa ln ta ltal usa lha l kepalniteralaln, da ln 

pelalksa lna laln fungsi lalin ya lng diberikaln oleh Pa lniteral. 

Pa lniteral Muda l Hukum Penga ldila ln Negeri Menggalla l mempunyali tugals 

melalksa lnalka ln pengumpulaln, pengolalhaln da ln penyaljialn daltal perkalra l,penaltala ln alrsip 

perkalra l serta l pelalpora ln. Da llalm melalksa lna lka ln tugals seba lgalimalna l dimalksud da lla lm 

Pa lsa ll 83, Pa lniteral Muda l Hukum menyelenggalra lkaln fungsi: pela lksa lna laln 

pengumpulaln, pengelolala ln da ln penyaljialn da ltal perka lral, pela lksa lnala ln penyaljialn 

sta ltistik perkalra l, pelalksa lnala ln penyusuna ln daln pengirimaln pelalporaln perka lral, 

pelalksa lna laln penalta laln, penyimpalnaln da ln pemelihalra laln a lrsip perkalral, pelalksa lna la ln 

kerjal salma l dengaln Alrsip Da leralh untuk penitipaln berkals perkalral, pelalksa lnala ln 
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penyialpa ln, pengelolalaln da ln penyaljialn ba lhaln-ba lhaln ya lng berkalitaln dengaln 

tralnspa lra lnsi perkalra l, pelalksa lna laln penghimpunaln pengaldua ln dalri malsya lralka lt, 

hubunga ln malsya lra lkalt, daln pelalksa lna la ln fungsi lalin oleh palniteral.21

 
21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan 



 

III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Masalah 

Penelitialn hukum merupalkaln sega llal alktivitals seseoralng untuk mejalwa lb 

permalsa llalha ln hukum yalng bersifalt alka ldemik daln pralktisi, balik yalng bersifalt alsa ls- 

a lsa ls hukum, normal normal hukum yalng hidup daln berkembalng dalla lm malsya lra lka lt, 

malupun ya lng berkenaln dengaln kenyaltala ln hukum dallalm malsya lralka lt.22 Sehinggal 

da llalm penelitialn ini, sa lya l menggunalka ln jenis pendekaltaln seca lral yuridis norma ltif. 

Penelitialn hukum a lda llalh penelitialn hukum ya lng meletalkka ln hukum seba lga li sebualh 

ba lngunaln sistem norma l. Alda lpun sistem normal ya lng dima lksud a lda llalh mengenali 

a lsa ls-a lsa ls, normal, kalidalh dalri peraltura ln perundalnga ln, putusaln pengaldilaln, 

perjalnjialn sertal doktrin. Balhwa l pendeka ltaln yuridis normaltif ini dilalksa lna lkaln 

melallui studi kepustalka la ln (liberalry resealrch) dengaln mempelaljalri normal altalu 

ka lidalh hukum daln alna llisis yuridis terhalda lp pertalnggungja lwa lbaln pidalna l pelalku 

pa ldal a lna lk yalng berhalda lpa ln dengaln hukum. 

2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber daln jenis daltal ya lng digunalka ln da lla lm penelitialn ini terdiri alta ls ha ll sebalga li 

berikut : 

a l. Da ltal Primer alda llalh da ltal ya lng diperoleh la lngsung da lri halsil penelitialn ya lng 

berhubungaln dengaln malsa llalh ya lng dibalhals da llalm skripsi ini. Daltal primer diperoleh 

 
22 Zainudin, Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. Hal.19 
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lalngsung da lri sumber pertalmal ya lkni dalri instalnsi altalu Lembalga l yalng terka lit 

lalngsung denga ln permalsa llalha ln dalla lm skripsi ini. 

b. Da ltal Sekunder a ldalla lh da ltal ya lng diperoleh da lri halsil penelitialn kepustalka laln 

dengaln melalkuka ln studi kepusta lka laln melallui studi dokumen, alrsip-a lrsip da ln 

literaltur literaltur. Da ltal sekunder mempelalja lri hall-hall yalng bersifalt teoritis, konsep-

konsep, pa lnda lngaln da ln a lsa ls a lsa ls hukum ya lng berkalitaln denga ln pokok- pokok 

penulisaln ya litu berkenaln dengaln a lna llisis yuridis pemidalna laln pida lnal bersya lra lt 

terhalda lp alna lk dallalm perspektif restoraltive justice. Daltal sekunder itu terperinci 

da llalm berbalgali malca lm tingkalta ln, alnta lral la lin sebalga li berikut yalitu: 

1. Ba lhaln Hukum Primer, yalitu balha ln hukum yalng terdiri alta ls beberalpa l malcalm 

peraltura ln perundalng-undalnga ln, risa llalh resmi, putusaln pengaldilaln da ln dokumen 

resmi negalral. 

2. Ba lhaln Hukum Sekunder, yalitu balhaln hukum yalng terdiri dalri altals buku-buku 

da ln tulisaln tulisaln ilmialh hukum ya lng terka lit dengaln objek penelitialn ini yalitu ya lng 

berisi mengenali a lsa ls hukum pa lnda lngaln pa lral a lhli hukum (doktrin), halsil penelitialn 

hukum daln la lin lalin. 

3. Ba lhaln Hukum Tersier, yalitu balhaln hukum yalng memberikaln petunjuk altalu 

penjelalsa ln terhalda lp ba lha ln hukum primer da ln sekunder ya lng beralsa ll da lri internet, 

ka lmus, ensiklopedial, malja llalh, sura lt kalba lr, da ln sebalga linyal. 
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3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a l. Prosedur Pengumpulaln Da lta l  

Da llalm ha ll melengkalpi da ltal guna l pengujialn ha lsil penelitialn ini, digunalkaln prosedur 

pengumpulaln dalta l ya lng terdiri dalri da ltal sekunder ya lng dilalkukaln denga ln studi 

kepustalka la ln daln studi lalpa lngaln. 

1. Studi Kepustalka laln (Libralry Resealrch) ya lng dimalksudka ln a ldalla lh untuk 

memperoleh alra lh pemikiraln da ln tujualn penelitialn yalng dilalkuka ln dengaln calra l 

membalcal, mengutip daln menelalalh literaltur-literaltur ya lng menunjalng serta l balha ln-

ba lhaln ilmialh lalinnyal ya lng mempunyali hubunga lnnyal denga ln permalsa llalhaln ya lng 

dibalha ls. 

2. Studi Lalpa lngaln (Field Resealrch), a ldalpun ya lng dimalksud ya litu wa lwa lncalra l 

(Interview), walwa lncalra l ini dilalkuka ln untuk mengumpulkaln da lta l primer yalitu 

dengaln wa lwa lnca lral, dima lnal penulis menyialpka ln pertalnya laln terlebih dalhulu da ln 

mengirimkaln kepa ldal na lra lsumber untuk mendalpa ltkaln ja lwa lbaln ya lng jelals mengena li 

permalsa llalha ln yalng a lda l dalla lm penelitialn penulis. 

b. Prosedur Pengola lhaln Da lta l 

Setelalh dalta l ya lng dikumpulkaln suda lh sia lp, malka l dilalkuka ln kegialtaln meralpika ln 

da ln mengalnallisis da ltal. Kegialta ln ini meliputi beberalpa l ha ll yalitu seleksi dalta l dengaln 

calra l memeriksal daltal yalng diperoleh melallui kelengkalpalnnya l daln dengaln 

pengelompokkalnsecalra l sistemaltis. Kegia ltaln pengolalha ln da ltal ya lng dilalkuka ln 

berupal ha ll-hall sebalga li berikut yalitu: 

1) Editing daltal, ya litu meneliti palda l ya lng keliru, dengaln menalmbalh da ln 

melengkalpi da ltal yalng kura lng lengkalp; 
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2) Kla lsifikalsi dalta l, yalitu pengelompokaln da ltal dengaln menurut balha lsa ln yalng 

ditentukaln; 

3) Sistemaltisalsi da ltal, ya litu penempalta ln dalta l palda l tialp pokok ba lha lsa ln secalra l 

sistemaltis hinggal memudalhkaln interpretalsi dalta l. 

4. Analisis Data 

Da llalm penulisaln penelitialn ini mempunyali kegunala ln dalta l yalng a ldal. Kegia ltaln da lta l 

a ldalla lh usa lhal untuk menentukaln jalwa lba ln a ltals perta lnyala ln-pertalnyala ln ya lng menjaldi 

permalsa llalha ln sertal hall-hall yalng dihalsilka ln daltal yalng diperoleh melallui kegialtaln 

penelitialn. Kegialtaln penelitialn dia lna llisis seca lra l kua llitaltif kemudialn disa ljikaln 

secalra l deskriptif, malksudnya l ya litu denga ln menguralikaln, menjelalska ln da ln 

menggalmbalrka ln sesua li dengaln permalsa llalha ln ya lng eralt kalitalnnya l dengaln 

penelitialn ini. Sehinggal da lri permalsa llalha ln tersebut, disusun dalla lm bentuk kallimalt 

ilmialh seca lral sistema ltis berupal ja lwa lbaln permalsa llalha ln da lri halsil penelitialn ya lng 

dirumuskaln denga ln hieralrki. Penulisaln penelitialn yalng sistema ltis yalitu dengaln 

menjelalska ln ha ll-hall yalng umum ke hall yalng khusus. 

B. Metode Praktek Kerja Lapangan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Talngga ll :  16 Ma lret-16 Juni 2023 

Insta lnsi :  Pengaldilaln Negeri Menggallal Kela ls II 

Lokalsi : Jl. Cemalra l Komplek Perkalntoraln Pemda l Tulalng Ba lwalng, 

Tulalng Ba lwa lng 

Walktu Kerjal : Senin - Jum’alt Pukul 08.00-16.30 WIB 

 



69 
 

2. Metode Pelaksanaan 

Kegialta ln Ma lgalng Merdekal Belalja lr Kalmpus Merdeka l (MBKM) dibimbing oleh 

pembimbing lalpa lng da ln pembimbing instalnsi. Pera ln pembimbing lalpa lng da llalm 

kegialtaln malga lng kerjal ini aldalla lh sebalga li falsilitaltor yalng memberikaln petunjuk 

sertal informalsi balgi pesertal malga lng sesuali dengaln topik yalng telalh dibalha ls selalma l 

kegialtaln malga lng kerjal berlalngsung. Sedalngka ln peraln pembimbing instalnsi sebalga li 

fa lsilitaltor ya lng membimbing malga lng sa la lt ditempalt istalnsi malga lng untuk 

memalstikaln pesertal ma lgalng telalh melalkuka ln kegialtaln ma lgalng sesua li denga ln 

prosedur a ltalu pera lturaln ya lng telalh ditetalpka ln. Metode pelalksa lnala ln pa lda l kegialtaln 

malga lng kerjal ini meliputi sebalgali berikut: 

a l. Pra lktik Kerjal 

Metode pelalksa lnala ln pra lktik kerjal dila lkuka ln dengaln ha lra lpaln peserta l malga lng 

malmpu meneralpka ln tridhalrmal pergurua ln tinggi yalitu sesua li dengaln bida lng 

pendidikaln, penelitialn serta l pengalbdia ln. Da llalm bida lng pendidikaln khususnya l 

bertujualn untuk mempelaljalri calra l kerjal di Penga ldilaln Negri Menggallal. Penga lbdialn 

da llalm kegialta ln malgalng kerjal diperoleh dalri kealktifaln pesertal malga lng untuk 

menyelesalika ln kegialta ln sesua li dengaln prosedur ya lng ditetalpkaln oleh instalnsi. 

b. Walwa lncalra l da ln Observa lsi 

Metode walwa lncalra l dalla lm kegialtaln malga lng kerjal ini dilalkukaln untuk mendalpa ltkaln 

informalsi dengaln ca lra l bertalnyal la lngsung kepalda l responden a ltalu konsulta lsi kepalda l 

pembimbing lalpalnga ln da ln pembimbing instalnsi sela lku falsilitaltor untuk 

memberikaln informalsi sesua li denga ln topik ya lng telalh dibalha ls. Sa lsa lra ln da lri 

pelalksa lna laln metode ini alda llalh setialp piha lk yalng dinilali berperaln lalngsung alta lu 
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mengetalhui mengenali kegialta ln kerjal di Pengaldilaln Negri Menggallal. Sedalngka ln, 

observa lsi a ldallalh penga lmalta ln secalra l lalngsung terha ldalp objek ya lngalka ln diteliti 

untuk mengumpulkaln daltal primer yalng dibutuhkaln sesua li dengaln topik yalng 

dibalha ls oleh pesertal ma lgalng. 

c. Pencalta ltaln Da ltal 

Da ltal ya lng dibutuhkaln da lla lm kegialta ln ma lgalng. Da lta l primer daln sekunder 

merupalka ln dalta l yalng dikumpulkaln oleh pesertal malga lng lalngsung da lri sumber 

pertalmal yalng selalnjutnyal digunalka ln untuk mendukung pembualtaln lalporaln a lkhir 

kegialtaln ma lgalng kerjal. 

Dokumentalsi Metode pelalksa lna laln dokumentalsi dilalkuka ln dengaln tujua ln untuk 

melengkalpi informalsi-informalsi ya lng diperoleh algalr lebih lengkalp sertal 

menunjalng kebenalraln da ln keteralnga ln ya lng diberikaln sesua li dengaln topik ya lng 

dibalha ls. 

3. Tujuan Magang 

Tujualn da lri dilalksa lna lkalnnya l pra lktik malga lng kerjal a ldallalh seba lga li berikut: 

a l. Meningkaltka ln kompetensi lulusaln ba lik soft skills malupun ha lrd skills algalr 

lebih sialp daln relevaln dengaln kebutuhaln za lmaln; 

b. Menya lipkaln lulusaln seba lgali pemimpin ma lsa l depaln balngsa l ya lng unggul daln 

berkepribaldialn yalng unggul; 

c. Mengembalngka ln potensi diri sesuali denga ln pa lssion da ln ba lkalt ya lng dimiliki 

sa la lt ini; 
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d. Meningkaltka ln pengetalhualn wa lwa lsa ln daln kemalmpua ln malhalsiswa l da llalm 

melalksa lnalka ln pekerjala ln sesua li dengaln kea lhlialn yalng dimilikinyal; 

e. Mena lmbalh pengallalma ln yalng tidalk dida lpaltkaln pa lda l balngku perkulialhala ln; 

4. Manfaat Magang 

Alda lpun malnfa la lt kegialtaln ma lgalng kerjal a lda llalh seba lgali berikut: 

a l. Ba lgi Malha lsiswa l 

1) Seba lgalia l sualtu salra lna l laltihaln dallalm penera lpaln ilmu yalng diperoleh dibalngku 

perkuallialha ln; 

2) Seba lgali sa lralna l untuk bersosiallisalsi da ln berinteralksi lebih balik lalgi di 

lingkungaln kerjal; 

3) Seba lgali sa lralna l untuk mengembalngka ln diri lebih professionall daln disiplin 

da llalm mengalhalda lpi tuntunal dunia l kerjal ya lng sesungguhnya l; 

4) Seba lgali sa lra lnal untuk menalmbalh pengetalhualn, wa lwa lsa ln,

 da ln pengallalmaln di dunial kerjal dibidalng hukum. 

b. Ba lgi Falkultals Hukum Universita ls Lalmpung 

1) Mena lmbalh pengetalhua ln tentalng rualng lingkup sua ltu instalnsi; 

2) Mengetalhui sejaluh ma lnal pengetalhua ln da ln krealtivitals ma lha lsiswa l ya lng 

diperoleh palda l malsa l perkuallialha ln untuk diteralpkaln da llalm dunial pekerjal; 

3) Menciptalkaln ma lhalsiswa l ya lng sia lp menjaldi tenalgal kerjal ya lng berkuallitals; 

c. Ba lgi Instalnsi 
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1) Da lpa lt membalntu pekerjala ln palda l instalnsi ya lng diberikaln kepalda l malha lsiswa l; 

2) Menjallin kerjalsa lmal da ln hubunga ln balik dengaln Lembalga l Pendidikaln untuk 

mendalpa ltkaln tenalgal kerjal ya lng berkuallitals tinggi.



 

V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tinjualn umum terhalda lp tindalk pidalna l pemerkosala ln a lnalk ka lndung dengaln 

nomor perkalral: 485/Pid/Sus/2018/PN Mgl meliputi balga limalnal peraln hukum 

pidalna l dalla lm menyelesalikaln sertal menera lpkaln sa lnksi pidalna l sesua li dengaln 

perbualta ln yalng dilalkukaln sebalga li sifalt hukum pidalnal ya lng memalksa l daln 

da lpalt dipa lksa lkaln, ma lka l setialp perbua ltaln ya lng melalngga lr a ltalu melalwa ln 

hukum itu dalpalt dikenalka ln penderitalaln ya lng berupal hukumaln. Putusa ln 

ha lkim dengaln nomer perkalral: 485/Pid.Sus/2012/PN Mgl mengenali tindalk 

perkosa laln a lna lk kalndung ini ya lng menjaltuhka ln tindalk pidalna l terhalda lp 

terdalkwa lnya l dengaln pidalna l penjalral sela lma l 17 (tujuh belals) ta lhun daln denda l 

sebesa lr Rp.250.000.000,- (dua l ra ltus limal puluh jutal rupia lh). Ha lkim 

menjaltuhkaln hukumaln tersebut ka lrenal terda lkwa l melalngga lr ketentualn dalla lm 

Pa lsa ll 81 alyalt (3) jo. Palsa ll 76D Unda lng- Unda lng Nomor 1 Talhun 2016 

tentalng perubalhaln kedual a ltals Unda lng- Unda lng Nomor 23 Talhun 2002 

tentalng Perlindungaln Alna lk. Denga ln ini semual unsur-unsur da lla lm pa lsa ll 

tersebut telalh terpenuhi daln terdalkwa l da lpalt dibuktikaln seca lral sa lh da ln 

meyalkinkaln telalh melalngga lr pa lsa ll tersebut. 

Ba lhwa l putusa ln ini memenuhi ralsa l kealdilaln ka lrenal ha lkim telalh memberikaln 

putusa ln melebihi dalri tuntutaln jalksa l. Da llalm Pa lsa ll 81 a lyalt (1) disebutkaln 

ba lhwa l bilal dilalkukaln oleh oralng tual kalndung malka l hukumaln pidalnalnya l 

ditalmbalh 1/3 da lri a lncalmaln pida lna l. Berdalsrka ln a lna llisal penulis ha lkim 
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menjaltuhkaln hukumaln 15 (limal belals) ta lhun daln ditalmbalh 1/3 dalri palsa ll 64 

a lyalt (1) ya litu 15 dibalgi 3 salma l dengaln 4 da ln halkim menjaltuhkaln putusa ln 

hukumaln penjalra l selalma l 19 (sembilaln belals) talhun da lri 15 ditalmba lh 4 

menjaldi 19. Ka lrenal dida llalm fa lktal –fa lktal persida lngaln ditemukaln beberalpa l 

a llalsa ln yalng memberaltkaln terdalkwa l, sehingga l  maljelis  halkim  berpendalpalt 

untuk memberikaln Putusa ln melebihi tututa ln jalksa l penuntut umum. 

2. Fa lktor-falktor ya lng menjaldi pertimbalnga ln ha lkim dallalm mengaldili tindalk 

pidalna l perkosa laln a lnalk ka lndung a ldalla lh: 

a. Ba lhwa l yalng menjaldi dalsa lr pertimbalngaln ha lkim dallalm menjaltuhka ln putusaln 

a ldalla lh alda lnya l pembuktialn ya lng merupalkaln unsur vitall ya lng dijaldikaln ba lha ln 

pertimbalnga ln ha lkim dallalm menentukaln beralt ringalnnya l pemidalnala ln. 

Pembuktialn tersebut yalng alka ln mengua ltkaln keyalkinaln ha lkim dallalm 

menjaltuhkaln putusa ln. 

b. Selalin pembuktialn yalng menjaldi dalsa lr pertimbalnga ln halkim dallalm 

menjaltuhkaln putusaln a lda llalh falktor yalng a ldal da llalm dirinyal daln sekitalrnya l 

ka lrenal pengalruh da lri fa lktor a lgalmal, kebuda lyala ln, pendidikaln, nilali, normal, 

da ln seba lgalinya l. Ha ll tersebut alka ln menda lsa lri kebebalsa ln ha lkim dallalm 

memberikaln putusa ln di persidalngaln. Sela lin a ldalnya l kebebalsa ln yalng dimiliki 

oleh halkim, pendidikaln da ln pengallalma ln da llalm mengaldili balnya lk ka lsus da lpa lt 

dijaldikaln ba lha ln pertimbalngaln ba lgi halkim da llalm mengaldili perkalralnya l. 

c. Ha lkim dallalm menjaltuhkaln putusa ln kepa ldal terdalkwa l mempertimbalngka ln 

ha ll-hall ya lng memberaltka ln da ln ha ll-hall ya lng meringalnkaln ba lgi terdalkwa l. 

Pertimbalngaln ha lkim inilalh ya lng alka ln mempengalruhi beralt ringalnnya l 

putusa ln yalng dijaltuhka ln kepaldal terdalkwa l. 
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B. Saran  

Ma ljelis Halkim diseluruh Indonesial khususnya l di Pengaldilaln Negeri Menggallal 

seba liknyal memberikaln sa lksi pidalnal ya lng lebih beralt kalrenal seora lng terdalkwa l 

perkalra l tindalk pida lna l kesusilala ln khususnya l da llalm tindalk pida lna l perkosa laln ya lng 

korba lnnyal alda llalh a lnalk kalndungnya l sendiri. Terdalkwa l halrus mendalpa ltkaln pidalna l 

ya lng setimpall mengingalt perbualtaln terdalkwa l tersebut alka ln merusalk ma lsa l depaln 

a lnalk da ln alka ln mengalkibaltkaln tergalnggu jiwa lnyal sertal perkembalngaln da lri korbaln. 

Ha ll ini dimalksudka ln a lga lr efek penjerala ln da lpalt berjalla ln secalra l malksimall da ln 

dihalra lpka ln pelalkunyal tidalk a lka ln mengulalngi perbualtalnnya l ya lng sa lmal di kemudialn 

ha lri.



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Barda Nawawi Arief, Op.Cit. 

Raisa Monica, Dona dan Gustiniati Maulani, Diah. 2018. Pengantar Hukum 

Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bandar Lampung: CV. 

Anugerah utama Rahaja 

Wildan Suyuthi Mustof, “Kode Etik Hakim Edisi Kedua,” (Jakarta: Prenadamedia 

Grup,2013), hlm74 

Zainudin, Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.19 

M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Penyidikan dan Penuntutan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20 

Bagir Manan, “Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia”, (Jakarta: 

Penerbit Ind- Hill.co, 1992), hlm 14-17 

Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Rineka 

Cipta:2015).h.312- 313 

Koeswadji, Op Cit hlm.11-12. 

Marlina, Hukum Penitensier Refika Aditama Bandung,2011 hlm.59. 

F. Gramatika dalam Tongat Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di 

Indonesia, UMM Pres, Malang, 2004, hlm.65 

Muladi dan Barda Arif nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: 

Alumni,1992) hlm. 17. 

Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan 

Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm.12. 



111 
 

Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati. Op. Cit, hlm.25. Abdulkadir Muhammad, 

2004, Hukum dan Penelitian 

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumnin 1986, hlm.74 

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105 

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta, Hal-124- 125. 

M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus 

B. Jurnal  

Aidil, M. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2016Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak . Jurnal Ilmu Hukum, 149. 

D.P, Sapto. Handoyono. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem 

Pemidanaan Di Indonesia. Pakuan Law Review, 1. 

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal 

Dinamika Hukum, 11(3), 522–531. 

https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179 

 

C. Undang-Undang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945 

Undang-undang pokok tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14Tahun 1970 

https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179


112 
 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-

undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua dari . Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


